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ABSTRAK 
DEA PARAITA ANGGRAINI PUTRI. 2011. KEBIJAKAN BAILOUT BANK 
CENTURY DAN POTENSI KRIMINALISASI KEBIJAKAN PUBLIK. 
HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK. PASCASARJANA UNIVERSITAS 
SEBELAS MARET SURAKARTA. 
 
Penulisan ini dilatarbelakangi adanya dugaan beberapa pelanggaran maupun 
tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi, yang melatarbelakangi kebijakan 
bailout Bank Century dan juga berbagai polemik yang muncul terkait potensi 
kriminalisasi suatu kebijakan publik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya dugaan tindak 
pidana dalam kebijakan bailout Bank Century dan juga untuk mengetahui potensi 
kriminalisasi suatu kebijakan publik. 
 Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan 
menggunakan jenis data sekunder. Bahan hukum primer dalma penelitian hukum ini 
adalah Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring 
Pengaman Sistem Keuangan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan lainnya. Bahan hukum sekunder 
dalam penelitian ini meliputi: buku, majalah, data elektronik dan sebagainya, yang 
berkaitan dengan perasalahan yang diteliti. Sedangkan bahan hukum tersier dalam 
penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. 
 Hasil penelitian mengungkapkan tentang landasan maupun teori yang dianut 
oleh masing-masing kubu, baik kubu yang pro-bailout maupun kubu yang kontra-
bailout, mengenai urgensi dan keabsahan kebijakan bailout tersebut. Menurut kubu 
pro-bailout, kebijakan bailout Bank Century memang sudah tepat. Hal tersebut 
didasarkan pada teori-teori ekonomi yang telah diterapkan pada kasus Bank Century, 
yang intinya bahwa apabila Bank Century tidak segera diselamatkan akan berdampak 
sistemik bagi dunia perbankan Indonesia. Sedangkan menurut kubu kontra-bailout, 
kebijakan bailout kurang tepat, bahkan ditengarai terdapat unsur-unsur pelanggaran 
maupun tindak pidana di dalamnya. Terkait potensi kriminalisasi suatu kebijakan 
publik, menurut teori dari para ahli hukum, menyebutkan bahwa suatu kebijakan 
dapat dikriminalkan atau dipidanakan apabila kebijakan tersebut mengandung unsur-
unsur tindak pidana, misalnya mebijakan yang bersifat koruptif. 
 Penulis menyarankan kepada seluruh komponen pelaksana perbankan agar 
menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap pengambilan kebijakan perbankan 
secara maksial. Bagi anggota DPR-RI agar menindaklanjuti temuan dan rekomendasi 
Pansus Hak Angket Bank Century. Juga bagi aparat penegak hukum agar segera 




















































DEA PARAMITA ANGGRAINI PUTRI. 2011. BAILOUT POLICY OF 
CENTURY BANK AND THE POTENCY OF PUBLIC POLICY 
CRIMINALIZATION. Law and Public Policy. Postgraduate Program of 
Surakarta Sebelas Maret University. 
 
The background of this writing are the existence of presumptions of some 
collisions and also criminal, specially the bribery, which backgrounds of Bailout 
policy of Century Bank and also all of various of polemics which related to the 
potency of public policy criminalization. 
 This research aims to know about the existence of presumptions of criminal in 
Bailout Policy of Century Bank and also to know the potency of public policy 
criminalization. 
This research is a normative research which is descriptive by using secondary 
data type. The primary law materials in this writing are the Act No. 4 of 2008 about 
Net of Financial System Peacemaker, the Act No. 24 of 2004 about Institute of 
Deposit Guarantor and so many others. The secondary law materials in this research 
are: books, magazines, electronic data and etc, which related to the problem studied. 
Meanwhile, the tertiary law materials in this research are Indonesian Great Dictionary 
and Law Dictionary. 
 The result of research reveals about base and also theory which embraced by 
each citadel, included a pro-bailout group and also a contra-bailout group, about 
urgency and the authenticity of bailout policy. According to pro-bailout group, 
bailout policy of Century Bank is correct. It´s based on economic theories which have 
been applied to Century Bank case, that the point is if Century Bank was not saved by 
immediately, it would have an impact on systematical Indonesian banking. While 
according to contra-bailout group, bailout policy is less correct, even there are 
presumptions about collision and also doing an injustice on it. In a relation with the 
potency of public policy criminalization, according to jurist´s theory, which 
mentioning that a policy could be punished by if that policy contains an injustice 
elements, for example a policy which having the character of corrupt. 
 The writer suggests to all component of banking executor for applying 
carefulness principle in every single decision making of banking policy maximally. 
For all of members of Indonesian Legislative Assembly, in order to follow up the 
finding and the recommendation of the Special Committee of Century Bank´s Rights 
of Questionnaire. Also to all of law enforcers in order to investigate presumptions of 











































































































A. LATAR BELAKANG 
 
Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya 
pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat 
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan 
pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselasaran, dan 
keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan 
keuangan. Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang 
semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat 
menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, 
perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan 
tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai 
penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga 
diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkukuh perekonomian nasional. 
Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga 
intermediasi dan penunjang sistem perbankan merupakan faktor yang sangat 
menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Dilatarbelakangi oleh peran 
perbankan yang sangat strategis inilah maka sebagaimana dalam ketentuan Pasal 
2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Perbankan Indonesia 
menggunakan prinsip kehati-hatian sebagai asasnya. Sehubungan dengan itu, 
diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya 
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sistem Perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan Perbankan nasional 
menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri dan 
masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat 
membantu memelihara tingkat kesehatan Perbankan nasional sehingga dapat 
berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional. 
Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan 
salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis 
tersebut tidak terulang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian 
hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan 
nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. 
Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para 
nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan 
dan pelayan jasa perbankan. Apabila bank kehilangan kepercayaan dari 
masyarakat sehingga kelangsungan usaha bank dimaksud tidak dapat dilanjutkan, 
bank dimaksud menjadi Bank Gagal yang berakibat dicabut izin usahanya. Oleh 
sebab itu, baik pemilik dan pengelola bank maupun berbagai otoritas yang terlibat 
dalam pengaturan dan/atau pengawasan bank, harus bekerja sama mewujudkan 
kepercayaan masyarakat terhadap industry perbankan. 
Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas 
tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang 
menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta dan 
membayar premi penjaminan. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya 
dan harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah 
bank tersebut sampai jumlah tertentu. Adapun simpanan yang tidak dijamin akan 
diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Likuidasi ini merupakan tindak lanjut 
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Tindakan penyelesaian atau penanganan Bank-Gagal oleh LPS didahului 
berbagai tindakan lain oleh Bank Indonesia dan LPP (Lembaga Pengawas 
Perbankan) sesuai peraturan perundang-undangan. Bank Indonesia, melalui 
mekanisme sistem pembayaran, akan mendeteksi bank yang mengalami kesulitan 
keuangan dan dapat menjalankan fungsinya sebagai lender of last resort. LPP 
juga dapat mendeteksi kesulitan tersebut dan berupaya mengatasi dengan 
menjalankan fungsi pengawasannya, antara lain berupa tindakan agar pemilik 
bank menambah modal atau menjual bank, atau agar bank melakukan merger atau 
konsolidasi dengan bank lain. Apabila kondisi bank yang mengalami kesulitan 
keuangan tersebut semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya 
tingkat solvabilitas bank, tindakan penyelesaian dan penanganan lain harus segera 
dilakukan. Dalam keadaan ini, penyelesaian dan penanganan Bank Gagal 
diserahkan kepada LPS yang akan bekerja setelah terlebih dahulu 
dipertimbangkan perkiraan dampak pencabutan izin usaha bank terhadap 
perekonomian nasional. Dalam hal pencabutan izin usaha bank diperkirakan 
memiliki dampak terhadap perekonomian nasional, tindakan penanganan yang 
dilakukan LPS yang didasarkan pada Keputusan Komite Koordinasi1. 
 
Terkait dengan kemungkinan adanya Bank Gagal yang telah diuraikan di 
atas, salah satu contoh kasusnya adalah Bailout Bank Century. Secara kronologi, 
kasus Bank Century dimulai dengan tahun 1989 oleh Robert Tantular yang 
mendirikan Bank Century Intervest Corporation (Bank CIC). Tahun 1999 pada 
bulan Maret Bank CIC melakukan penawaran umum terbatas pertama dan Robert 
Tantular dinyatakan tidak lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh Bank Indonesia. 
Pada tahun 2002 Auditor Bank Indonesia menemukan rasio modal Bank CIC 
amblas hingga minus 83,06% dan CIC kekurangan modal sebesar Rp 2,67 triliun. 




1Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 
Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
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Bulan Juni 2003 Bank CIC melakukan penawaran umum terbatas 
keempat. Pada tahun 2003 pun bank CIC diketahui terdapat masalah yang 
diindikasikan dengan adanya surat-surat berharga valuta asing sekitar Rp 2 triliun 
yang tidak memiliki peringkat, berjangka panjang, berbunga rendah, dan sulit 
dijual. BI menyarankan merger untuk mengatasi ketidakberesan pada bank ini. 
Tahun 2004, 22 Oktober dileburlah Bank Danpac dan Bank Picco ke Bank CIC. 
Setelah penggabungan nama tiga bank itu menjadi PT Bank Century Tbk, dan 
Bank Century memiliki 25 kantor cabang, 31 kantor cabang pembantu, 7 kantor 
kas, dan 9 ATM. Tahun 2005 pada bulan Juni Budi Sampoerna menjadi salah satu 
nasabah terbesar Bank Century Cabang Kertajaya Surabaya3. 
Tahun 2008, Bank Century mengalami kesulitan likuiditas karena 
beberapa nasabah besar Bank Century menarik dananya seperti Budi Sampoerna 
akan menarik uangnya yang mencapai Rp 2 triliun. Sedangkan dana yang ada di 
bank tidak ada sehingga tidak mampu mengembalikan uang nasabah dan tanggal 
30 Oktober dan 3 November sebanyak US$ 56 juta surat-surat berharga valuta 
asing jatuh tempo dan gagal bayar. Keadaan ini diperparah pada tanggal 17 
November Antaboga Delta Sekuritas yang dimiliki Robert Tantular mulai tak 
sanggup membayar kewajiban atas produk discreationary fund yang dijual Bank 
Century sejak akhir 20074. 
Pada 20 November 2008, BI melalui Rapat Dewan Gubernur menetapkan 
Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Keputusan itu kemudian 
disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku Ketua Komite 
Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Kemudian KSSK mengadakan rapat pada 21 
November 2008. Berdasarkan audit BPK, rapat tertutup itu dihadiri oleh Menteri 
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KSSK, Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi 
(UKP3R) Marsilam Simanjuntak, dan Gubernur BI Boediono sebagai anggota 
KSSK. Rapat itu kemudian ditindaklanjuti dengan rapat Komite Koordinasi yang 
dihadiri oleh Ketua KSSK, Gubernur BI, dan Dewan Komisioner Lempaga 
Penjamin Simpanan (LPS). Peserta rapat sepakat menyatakan Bank Century 
sebagai bank gagal berdampak sistemik dan menerima aliran dana penanganan 
Bank Century melalui LPS5. 
Saat rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dipimpin 
oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memutuskan nasib Bank Century, 
Marsilam masih menjabat sebagai Ketua UKP3R. Akan tetapi keikutsertaanya 
dalam kapasitas sebagai penasihat Menteri Keuangan RI dan sebagai narasumber. 
Dari rapat tersebut diputuskan menyuntikkan dana ke Bank Century sebesar Rp 
632 miliar untuk menambah modal sehingga dapat menaikkan CAR menjadi 8%. 
Enam hari dari pengambilalihan LPS mengucurkan dana Rp 2,776 triliun pada 
Bank Century untuk menambah CAR menjadi 10%. Karena permasalahan tak 
kunjung selesai Bank Century mulai menghadapi tuntutan ribuan investor 
Antaboga atas penggelapan dana investasi senilai Rp 1,38 triliun yang mengalir 
ke Robert Tantular6. 
Pada 5 Desember 2008 LPS menyuntikkan dana kembali sebesar Rp 2,2 
triliun untuk memenuhi tingkat kesehatan bank. Akhir bulan Desember 2008 
Bank Century mencatat kerugian sebesar Rp 7,8 triliun. Bank yang tampak 
mendapat perlakuan istimewa dari Bank Indonesia ini masih tetap diberikan 
kucuran dana sebesar Rp 1,55 triliun pada tanggal 3 Februari 2009. Padahal bank 
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Pengucuran dana ke Bank Century tersebut rupanya menimbulkan pro dan 
kontra di kalangan elemen masyarakat, tidak terkecuali para ahli ekonomi hingga 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Baik golongan yang pro maupun kontra, 
masing-masing memiliki dasar dan alasan tersendiri. Bahkan, kalangan yang 
kontra dengan kebijakan bailout Bank Century tersebut berpendapat bahwa 
kebijakan tersebut dapat dipidanakan. Dalam hal ini, pembuat dan pelaksana 
kebijakan bailout tersebut dapat dikenai sanksi pidana karena, menurut mereka 
yang kontra, terdapat kepentingan tertentu yang melatarbelakangi dikucurkannya 
dana ke Bank Century serta terdapat beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi 
dalam proses bailout tersebut. 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, Peneliti tertarik untuk 
menulis Penelitian Hukum (Tesis) yang berjudul : 
“KEBIJAKAN BAILOUT BANK CENTURY DAN 
POTENSI KRIMINALISASI KEBIJAKAN PUBLIK” 
 
B. PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan judul serta uraian latar belakang tersebut di atas, selanjutnya 
dirumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Apakah ada tindak pidana di bidang perbankan terkait kebijakan Bailout Bank 
Century? 
2. Bagaimana potensi kriminalisasi dalam kebijakan Bailout Bank Century 
sebagai sebuah kebijakan publik? 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 
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1. Tujuan Umum 
Untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana di bidang perbankan dalam 
kebijakan Bailout Bank Century dan juga mengenai potensi kriminalisasi 
terhadap kebijakan Bailout sebagai sebuah kebijakan publik tersebut. 
2. Tujuan Khusus 
Untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Magister dalam Ilmu 
Hukum konsentrasi Hukum dan Kebijakan Publik pada Program Pascasarjana 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
D. MANFAAT PENELITIAN 
Dari hasil penelitian ini, Peneliti berharap dapat memberikan manfaat, yakni 
sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Sebagai bahan masukan atau referensi dalam rangka sumbangan pemikiran 
bagi ilmu hukum dalam kajian hukum dan kebijakan publik mengenai ada-
tidaknya tindak pidana di bidang perbankan dan juga mengenai potensi 
kriminalisasi terhadap kebijakan Bailout sebagai sebuah kebijakan publik 
tersebut. 
2. Manfaat Praktis 
Sebagai masukan bagi bank-bank, baik bank umum maupun bank perkreditan 
rakyat, dalam hal pengambilan keputusan bagi kelangsungan usaha 
perbankan, juga bagi Kementrian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga 
Penjamin Simpanan (LPS), dan Komisi Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) 
serta lembaga-lembaga terkait perbankan lainnya dalam hal pengambilan 
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Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait profesionalisme dalam rangka 




































































A. Kerangka Teori 
1. Kebijakan Publik Di Bidang Perbankan 
a. Ruang Lingkup Kebijakan Publik di Bidang Perbankan 
Belum terdapat pembagian ruang lingkup kebijakan perbankan 
secara pasti, namun secara garis besar, kebijakan di bidang perbankan 
meliputi sebagai berikut: 
1) Stabilitas Perbankan Nasional 
Terdapat beberapa faktor yang diperlukan untuk terciptanya 
stabilitas sistem perbankan nasional, yakni8: 
a) Lembaga keuangan yang dikelola secara sehat dan efisien 
b) Pengawasan yang baik dan dapat mencegah terjadinya 
keguncangan dan kehancuran lembaga keuangan. 
c) Sistem pembayaran yang andal 
d) Mempunyai kelengkapan kelembagaan keuangan semacam 
financial safety net 
e) Mempunyai bank sentral yang independen, yang tugas dan 
wewenangnya bebas intervensi dari pemerintah, lembaga politik, 
dan kekuatan modal swasta. 
   
 8Krisna Wijaya, Analisis Kebijakan Perbankan Nasional, PT. Elex Media 
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2) Masalah Pengaturan Suku Bunga9 
Akhirnya telah dihasilkan kesepakatan mengenai penurunan 
suku bunga antara 15 bank beberapa waktu yang lalu. Pada intinya, 
mereka bersepakat bahwa untuk sementara pemberian suku bunga 
untuk deposito dibatasi maksimum sampai dengan 8 %. Alasan 
kesepakatan tersebut didasari atas kepentingan bersama utamanya 
untuk menghindari persaingan yang tidak sehat. 
3) Jejaring Pengaman dan Prinsip Kehati-hatian10 
a) Penjaminan Simpanan 
Sesuai mandat UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga 
Penjamin Simpanan (LPS), terhitung mulai tanggal 22 Maret 2007, 
julmah maksimum simpanan yang dijamin hanya Rp 
100.000.000,00 per nasabah/bank. Penerapan kebijakan tersebut 
didasari pertimbangan bahwa tujuan dari pendirian sebuah 
lembaga penjamin (deposit insurance corporation) adalah untuk 
melindungi sebagian besar penyimpan. 
Pengertian dari “sebagian besar penyimpan“ yang dianut 
berdasarkan UU LPS adalah atas dasar kepemilikan simpanan 
masyarakat yang terbesar porsinya. Kepemilikan tersebut adalah 
berdasarkan jumlah rekening yang ada dalam sistem perbankan. 
Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh LPS, jumlah 
penyimpan yang meiliki simpanan sampai dengan Rp 
100.000.000,00 adalah 98,26 % untuk bank umum dan 99,02 % 
 9Krisna Wijaya, Analisis Kebijakan Perbankan Nasional, PT. Elex Media 
Komputindo, Jakarta. 2010. Hal 94. 
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untuk bank perkreditan rakyat (BPR). Dengan demikian, dapat 
dikatakan bahwa penjaminan yang dilakukan oleh LPS telah 
memenuhi atas keberpihakan kepada penyimpan terbesar. 
b) Prinsip Kehati-hatian 
Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang 
Perbankan, Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya 
berdasarkan prinsip atas asas demokrasi ekonomi dengan 
menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian 
perbankan merupakan prinsip yang diterapkan bank dalam 
menjalankan kegiatan usahanya agar senantiasa sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku guna menghindari 
penyimpangan praktik perbankan yang tidak sehat dan untuk 
meminimalisasi kerugian yang terjadi pada bank. 
Misalnya, tentang prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, 
antara lain tentang jumlah maksimum fasilitas kredit yang dapat 
diberikan dikaitkan dengan jumlah keseluruhan kredit bank dalam 
kaitannya dengan KPPM, kaitannya dengan BMPK dan tata cara 
penilaian Kualitas Aktiva Produktif. 
b. Peranan Regulasi Dalam Penyelesaian Krisis Perbankan 
1) Likuidasi Bank 
Saat krisis nilai tukar mulai merebak di Indonesia dan segera 
menjadi krisis perbankan, pemerintah Indonesia menerapkan program 
exit policy atau penutupan bank, yang awalnya dilakukan terhadap 16 
(enam belas) bank pada November 1997. Penutupan bank-bank 
tersebut menjadi Bank Dalam Likuiditas (BDL) dilanjutkan dengan 
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pada awalnya mendapat tanggapan positif dari masyarakat sebagai 
bukti keseriusan pemerintah dalam mengangani krisis perbankan. 
Namun, ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan exit policy 
tersebut (antara lain tercermin pada kasus Bank Andromeda), 
menibulkan respon negatif di kalangan masyarakat dan krisis 
kepercayaan dari masyarakat. Program exit policy merupakan 
perwujudan pertama dari penandatanganan persetujuan Pemerintah 
Indonesia terhadap bantuan International Monetary Fund (IMF) dalam 
bentuk Letter of Intent pada tanggal 31 Oktober 199711. 
2) Program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 
Pada tahun 2007, menurut kajian ekonoi, dalam kondisi rupiah 
mengalami depresiasi yang cukup besar, tingkat bunga meningkat 
sangat tinggi dan persediaan likuiditas dalam negeri drastis menurun 
sebagai akibat permasalaan utang luar negeri, sudah selayaknya Bank 
Indonesia memberikan kredit likuiditas yang lebih dikenal sebagai 
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kebijakan ini 
dimaksudkan untuk menghindarkan kepanikan yang terjadi di pasar 
keuangan. 
Dari segi yuridis, BLBI yang diberikan oleh Bank Indonesia 
bertumpu pada dasar hukum fungsinya sebagai lender of resort, yang 
mengatur mengenai pemberian kredit likuiditas darurat bagi bank-bank 
yang mengalami kesulitan likuiditas12. 
  
  
 11Kusumaningtuti, Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis 
Perbankan di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2009. Hal 93-94. 
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3) Program Blanket Guarantee 
Program Blanket Guarantee (penjainan pemerintah) 
merupakan perlindungan secara menyeluruh, baik terhadap penyimpan 
bank maupun terhadap kreditor bank. Program ini diberlakukan 
dengan tujuan hanya sementara untuk segera menghentikan terus 
menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Dasar 
hukum program blanket guarantee ini meskipun secara hierarki 
perundang-undangan tidak begitu kuat, yakni hanya berupa Keputusan 
Presiden Nomor 26 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Bersama (SKB) 
antara Badan Penyehatan Perbankan dengan Bank Indonesia, tidak 
banyak menibulkan persoalan-persoalan yuridis13.  
2. Perbankan di Indonesia 
a. Definisi Bank 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah 
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 
dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 
rakyat banyak. 
b. Jenis-jenis Bank 
1) Dilihat dari Fungsinya 
 
 
 13Kusumaningtuti, Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah 
dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, 
bank terdiri dari: 
a) Bank Umum 
Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 
secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang 
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan 
usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang 
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran. 
2) Dilihat dari Segi Kepemilikannya 
Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan 
saham yang dimiliki bank yang bersangkutan, yakni terdiri dari14: 
a) Bank Milik Pemerintah 
Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini 
sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga 




14Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 
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- Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46) 
- Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
- Bank Tabungan Negara (BTN) 
- Bank Mandiri 
Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah 
tingkat I dan II masing-masing provinsi. Modal BPD sepenuhnya 
dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan. 
b) Bank Swasta Nasional 
Merupakan bank yang seluruh atau sebgaian besar sahamnya 
dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun 
didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya 
untuk swasta pula. Contohnya: 
- Bank Central Asia (BCA) 
- Bank Danamon 
- Bank Mega 
- Bank Muamalat 
- Bank Century (Bank Mutiara) 
- Bank CIMB Niaga, dan lainnya. 
 
c) Bank Milik Koperasi 
Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh 
perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya adalah 
Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin). 
d) Bank Milik Asing 
Merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik 
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- ABN AMRO Bank 
- American Express Bank 
- Bank of America 
- City Bank 
- Standard Chartered Bank, dan lainnya. 
 
e) Bank Milik Campuran 
Kepemilikan saham dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta 
nasional. Kepemilikan saham mayoritas dipegang oleh 
warganegara Indonesia. Contohnya: 
- Mitstubishi Buana Bank 
- Sanwa Indonesia Bank 
- Inter Pasific Bank 
- Paribas BBD Indonesia, dan lainnya. 
 
3) Dilihat dari Segi Statusnya 
Status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani 
masyarakat, baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas 
pelayanannya. Jenis bank dari segi statusnya adalah sebagai berikut15:  
a) Bank Devisa 
Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri 
atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara 
keselutuhan, misalnya transfer keluar negeri, travellers cheque, 
 
 
15Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 
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inkaso keluar negeri, pembukan dan pembayaran L/C dan transaksi 
lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh 
Bank Indonesia. 
b) Bank Non Devisa 
Merupakan bank yang belum memiliki izin untuk melaksanakan 
transaksi sebagai bank devisa, sehinga tidak dapat melaksanakan 
transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi, bank non devisa dalam 
melakukan transaksi masih dalam batas-batas Negara. 
4) Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga 
Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya menentukan harga, baik 
harga jual maupun harga beli, dibagi menjadi 2 (dua) yakni16: 
a) Bank berdasarkan Prinsip Konvensional (barat) 
Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada 
nasabahnya, bank konvensional menetapkan bunga sebagai harga, 
untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. 
Demikian juga harga untuk produk pinjamannya (kredit). 
b) Bank berdasarkan Prinsip Syariah 
Bank berprinsip syariah menggunakan aturan perjanjian 
berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk 
menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan 
lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan, bank 
berprinsip Syariah adalah: 
 
16Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 
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- Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) 
- Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 
(musyarakah) 
- Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 
(murabahah) 
- Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa 
pilihan (ijarah) 
- Atau dengan adanya pilhan pemindahan kepemilikan atas 
barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah 
wa iqtina). 
c. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral 
1) Definisi Bank Indonesia 
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Bank Indonesia 
adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Fungsi utama bank sentral 
adalah mengatur masalah masalah yang berhubungan dengan 
keuangan di suatu Negara secara luas17. 
2) Tugas Bank Indonesia 
Untuk mencapai tujuan (mencapai dan memelihara kestabilan 
nilai rupiah), maka berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 
 
17Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 
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Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Bank Indonesia mempunyai 
tugas sebagai berikut: 
1) Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter; 
2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; 
3) Mengatur dan mengawasi Bank. 
3. Sistem Perbankan yang Sehat 
a. Faktor-faktor Utama Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 
Berikut ini adalah faktor-faktor penilaian untuk menentukan sehat atau 
tidaknya suatu bank berdasarkan SK DIR BI No. 30/11/KEP/DIR tanggal 
30 April 1997, di antaranya adalah sebagai berikut18: 
1) Permodalan (Capital) = C 
2) Kualitas Aktiva Produktif (Asset) = A 
3) Manajemen (Management) = M 
4) Rentabilitas (Earning) = E 
5) Likuiditas (Liquidity) = L 
Oleh Bank Indonesia, gabungan faktor-faktor tersebut di atas diberi istilah 




   18Malayu Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Bumi Aksara, Jakarta. 
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1 Permodalan  Ratio modal terhadap aktiva 
tertimbang menurut resiko  
30 
2 Kualitas Aktiva 
Produktif  
a. Ratio aktiva yang diklasifikasikan 
terhadap aktiva produktif  
b. Ratio penyisihan penghapusan 
aktiva produktif yang dibentuk, 
terhadap penyisihan penghapusan 
aktiva produktif yang wajib 




3 Manajemen  a. Manajemen umum  
b. Manajemen resiko  
10 
10 
4 Rentabilitas  a. Ratio laba terhadap total aset  
b. Ratio biaya operasional terhadap 
pendapatan operasional  
5 
5 
5 Likuiditas  a. Ratio alat likuid terhadap hutang  
lancar 
 Ratio kredit yang diberikan  terhadap 





Jumlah bobot untuk kelima factor tersebut adalah 100 %. Apabila pada saat 
pemeriksaaan semua faktor dinilai baik atau positif maka akan mendapat 
“Nilai Kredit Faktor Camel” masimal sebesar 100, itu berrati tingkat 
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Predikat Tingkat Kesehatan bank   
Nilai Akhir Predikat 
81 – 100 
66 - <81 
51 - <66 
0 - <51 
Sehat  
Cukup sehat  
Kurang sehat  
Tidak sehat  
 
4. Teori Ekonomi di Bidang Pasar Keuangan 
a. Teori Ekonomi Tradisional 
1) Pilar Teori Ekonomi Tradisonal 
Paradigma teori ekonomi tradisional dibangun atas 4 (empat) pilar, di 
antaranya sebagai berikut19: 
a) Prinsip Portofolio 
Pada prinsipnya, Prinsip Portofolio memberikan 2 (dua) pilihan 
kepada investor. Pilihan pertama, pada setiap resiko yang dimiliki 
beragam instrument investasi, mestinya investor memilih 
instrument investasi yang menawarkan imbal hasil tertinggi. 
Pilihan kedua, pada setiap imbal hasil yang dimiliki beragam 
instrument investasi, mestinya investor memilih instrument 




19Meir Statman, Behaviour Finance: Past Battles and Futures 



















































Arbitrase adalah strategi investasi yang (bisa) menawarkan 
keuantungan tanpa harus menanggung resiko biaya (investasi). 
Pada teori ekonomi tradisional, investor berperilaku rasional, 
sehingga akan selalu memanfaatkan kesalahan harga (harga berada 
di atas atau di bawah nilai fundamental) untuk mendapatkan 
keuntungan tanpa harus menanggung resiko biaya. 
c) Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
Imbal hasil investasi di pasar keuangan amat ditentukan oleh 
kondisi pasar. Lengkapnya, tingkat sensitivitas suatu instrumen 
investasi terhadap pasar. Jika tingkat sensitivitas tersebut tinggi, 
maka resiko pasarnya tinggi. Dikarenakan resiko pasar merupakan 
factor tungga penentu imbal balik, maka dengan resiko yang tingi 
seharusnya imbal balik yang diperoleh juga tinggi. 
d) Option Pricing Theory 
Perkembangan pasar keuangan, terutama inovasi produk 
instrument investasi menuju ke arah yang semakin kompleks, 
yakni mengarah ke produk-produk derivatif. Ini membutuhkan 
teknik prediksi return (imbal balik) yang kompleks pula. 
2) Asumsi Teori Ekonomi Tradisonal 
Terdapat 2 (dua) asumsi yang membangun teori ekonomi tradisional, 
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1) Individu (pelaku ekonomi) berperilaku rasional (rational market 
hypothesis)20 
Individu tersebut membuat keputusan yang optimal berdasar 
informasi yang tersedia. Di pasar keuangan, implikasi asumsi itu 
diturunkan dari pandangan bahwa harga (misalnya harga saham) 
merefleksikan harapan yang rasional yang ditimbulkan oleh semua 
informasi yang ada. 
Dengan kata lain, saham selalu dihargai secara rasional. Istilah 
harga rasional ini tidak berbeda dengan nilai fundamental. Jadi, 
yang dimaksud dengan saham selalu dihargai secara rasional ini 
adalah harga pasar saham seharusnya sama dengan nilai 
fundamentalnya. Dengan demikian, semua pelaku ekonomi yang 
rasioanl akan mengambil keputusan investasi berdasarkan harga 
yang rasional (nilai fundamental). 
2) Individu (pelaku ekonomi) memiliki kemampuan tidak terbatas 
dalam mencari dan memproses informasi21. 
Atas dasar asumsi ini, maka pelaku ekonomi akan selalu mencari 
dan memproses informasi dalam setiap keputusannya. Pada dunia 
investasi di pasar keuangan, misalnya, investor akan mencari data 
untuk dianalisis. Atas dasar pemikiran inilah, maka dalam 




20Mark Rubinstein, Rational Market: Yes Or No? The Affirmative Case, 
Financial Analysts Journal. 2001. Hal 108-113. 
21Charles Jones, Investment, Analysis and Management, John Weley & 
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Analisis fundamental adalah analisis yang didasarkan pada 
informasi dari data-data fundamental. Dalam dunia saham, data 
fundamental berasal dari laporan  keuangan perusahaan. Analisis 
dilakukan dengan menghitung rasio-rasio dari data-data yang ada 
di dalam laporan keuangan tersebut. Secara umum, rasio yang 
dianalisis meliputi rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas. Dengan 
asumsi ini, maka pelaku investasi di pasar keuangan tidak akan 
mempercayai rumor yang beredar, apalagi menggunakannya 
sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. 
b. Behaviour Finance Theory 
1) Pilar Behaviour Finance Theory 
Teori ini mengkritisi hal-hal yang diasumsikan oleh Teori Ekonomi 
Tradisional tersebut di atas. Terdapat 2 (dua) pilar yang membangun 
Behaviour Finance Theory, menurut Shleifer dan Summers, di 
antaranya adalah sebagai berikut22: 
a) Keterbatasan melakukan arbitrase 
Di dalam teori ini, investor tidak selalu dapat melakukan arbitrase. 
Penyebabnya ada 2 (dua), yakni: 
(1) Investor harus menghadapi resiko fundamental 
Resiko fundamental adalah bahwa saham “pengganti” 
(yang digunakan sebagai hedging) tidak bisa secara sempurna 
melakukan perannya sebagai pengganti. 
 
22Shleifer & Summers, The Noise Trader Approach to Finance, Journal of 
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(2) Resiko Noise Trader 
Bahwa terdapat kemungkinan perilaku noise trader 
yang terus menekan harga saham suatu perusahaan. Prinsip 
keterbatasan arbitrase pada BFT ini, selain “menyangkal” 
prinsip arbitrase pada teori ekonomi tradisional, juga membuat 
asumsi pertamanya (agen berperilaku rasional) perlu dikritisi. 
Sebab, akibat adanya keterbatasan arbitrase itulah, justru agen 
menjadi berperilaku tidak rasional. Atas dasar teori ekonomi 
tradisional, mestinya investor tidak terpengaruh oleh kesalahan 
harga dan mengambil keputusan investasi atas dasar data 
fundamental. Namun, karena keterbatasan arbitrase, tindakan 
itu tidak dapat dilakukan. Akhirnya investor berperilaku tidak 
rasional, yakni mengambil keputusan investasi tidak 
berdasarkan data fundamental. 
b) Bias psikologi investor 
Pada asumsi kedua dari teori ekonomi tradisional, 
dikatakan bahwa individu mampu mencari dan memproses 
informasi, dalam memproses tersebut tidak sellau benar. Ini 
disebabkan adanya apa yang dalam ilmu psikologi disebut bias 
perilaku. Inilah yang bisa menjelaskan mengapa hampir selalu ada 
deviasi harga pasar terhadap nilai fundamental suatu instrument 
investasi di pasar keuangan. 
Deviasi (sebagai akibat dalam memproses informasi tidak 
selalu benar) itu terjadi karena tidak terpenuhinya asumsi kedua, 
yakni pada kenyataannya kemampuan individu untuk mencari dan 
memproses informasi adalah terbatas. Kalaupun, misalnya, 
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memprosesnya juga sama, kemampuan memproses dan 
menginterpretasikan informasi bisa berbeda. Suatu saham, 
misalnya, bisa dianggap beresiko tingi bagi seorang investor, tapi 
tidak bagi investor lainnya. 
2) Asumsi Behaviour Finance Theory 
Berdasarkan kedua pilar BFT tersebut di atas, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa dalam mengambil keputusan, individu tidak 
sepenuhnya rasional atau lebih dikenal sebagai irrasional investor. 
Dengan demikian, BFT telah melahirkan paradigma baru dalam ilmu 
ekonomi, yakni dengan memasukkan aspek perilaku individu dalam 
pengambilan keputusan investasi. 
5. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 
a. Definisi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga yang melakukan 
penjaminan atas simpanan nasabah bank. Berdasarkan Pasal 4 Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga 
Penjamin Simpanan, LPS memiliki fungsi sebagai berikut: 
1) Menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan 
2) Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai 
dengan kewenangannya. 
b. Tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LPS 
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1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan 
simpanan; dan 
2) Melaksanakan penjaminan simpanan; 
3) Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif 
memelihara stabilitas sistem perbankan; 
4) Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian 
Bank Gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik; dan 
5) Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik. 
c. Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LPS 
memiliki wewenang sebagai berikut: 
1) Menetapkan dan memungut premi penjaminan; 
2) Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali 
menjadi peserta; 
3) Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS; 
4) Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan 
keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak 
melanggar kerahasiaan bank; 
5) Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data 
sebagaimana dimaksud pada huruf d; 
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7) Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk 
bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna 
melaksanakan sebagian tugas tertentu; 
8) Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang 
penjaminan simpanan; dan 
9) Menjatuhkan sanksi administratif. 
6. Bantuan Penyelamatan Bank (Bailout) 
Menurut Kamus Perbankan yang ditulis oleh Trikaloka Putri, definisi 
Bailout (bantuan penyelamatan) adalah bantuan keuangan kepada bank 
tertanggung atau lembaga tabungan yang mengalami kerugian karena kredit 
macet, kelesuan pasar atau penarikan dana dalam jumlah besar secara tiba-tiba 
oleh para deposan24. 
Istilah “Bailout“ tentu tidak lepas dari istilah “Bank Gagal“. Bank 
gagal (bahasa Inggris: bank failure) adalah suatu keadaan dimana operasional 
bank tertentu dapat dihentikan oleh otoritas pengawasan perbankan oleh 
negara dimana bank tersebut berada. Bila mengacu pada praktik bank sentral-
bank sentral di Uni Eropa terdapat tiga aspek penilaian yakni kuantitatif, 
kualitatif dan subyektif, dimana sebuah bank disebut sebagai bank gagal 
dapat dikarenakan ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajibannya 
kepada para deposannya atau karena tidak bisa membayar atau pemenuhan 
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Penghentian terhadap operasional bank gagal mempunyai dua 
alternatif penyelesaian yakni yang pertama bank gagal tersebut dapat 
dilakukan dilikuidasi tanpa termasuk dalam skema penjaminan atau yang 
kedua, bila bank gagal tersebut merupakan bank-bank yang 
dipertanggungkan atau disebut pula sebagai bank tertanggung maka bank 
gagal yang bersangkutan yang berada dalam jaminan pembayaran kewajiban 
berdasarkan skema penjaminan oleh lembaga atau badan penjaminan tersebut. 
7. Teori Kausalitas (Sebab-Akibat) dalam Hukum Pidana 
Ada beberapa macam teori kausalitas, yang dapat dikelompokkan ke 
dalam 3 (tiga) teori besar, yakni sebagai berikut26: 
a. Teori Conditio Sine Qua Non 
Intinya: Penyebab adalah semua faktor yang ada dan tidak dapat 
dihilangkan untuk menimbulkan suatu akibat. Semua faktor adalah sama 
pentingnya terhadap timbulnya suatu akibat. 
b. Teori-teori yang Mengindividualisir 
Intinya: Teori yang dalam usahanya mencari faktor penyebab dari 
timbulnya suatu akibat dengan hanya melihat pada faktor yang ada atau 
terdapat setelah perbuatan dilakukan, dengan kata lain setelah peristiwa itu 
beserta akibatnya benar-benar terjadi secara konkrit. Faktor penyebab 
adalah hanya berupa faktor yang berperan atau dominan atau mempunyai 
andil yang paling kuat terhadap timbulnya suatu akibat. 
 
26Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran 
Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Peberatan & Peringanan Pidana, Kejahatan 
Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 
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c. Teori-teori yang Menggeneralisir 
Intinya: Teori yang dalam mencari sebab dari rangkaian faktor yang 
berpengaruh atau berhubungan dengan timbulnya akibat adalah dengan 
melihat dan menilai pada faktor mana yang secara wajar dan menurut akal 
serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat. Jadi, 
mencari faktor penyebab dan menilainya tidak berdasarkan pada faktor 
setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, tetapi pada pengalaman pada 
umumnya menurut akal dan kewajaran manusia. 
8. Tindak Pidana Bidang Perbankan di Indonesia 
a. Pengertian Tindak Pidana di Bidang Perbankan 
Tindak pidana di bidang perbankan terdiri atas perbuatan-
perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dala usaha pokok bank, 
perbuatan yang ana dapat diberlakukan peraturan-peraturan pidana di luar 
undang-undang tentang perbankan, seperti KUHP, Undang-undang 
tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lainnya yang sejenis27. 
b. Ruang Lingkup / Jenis-jenis Tindak Pidana di Bidang Perbankan 
1) Undang-undang Perbankan 
Dalam Undang-undang Perbankan, tidak disebutkan secara 
tegas batasan dan jenis tindak pidana di bidang perbankan. Namun, 
apabila dilihat dari berbagai literatur dan peraturan perundang-
undangan, tindak pidana perbankan dapat diartikan sebagai tindak 
pidana sebagaiman diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 A 
 
 
27Arief Amrullah, Tindak Pidana Pencucian Uang: Money Laundering, 
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Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang secara 
garis besar dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yakni 
sebagai berikut28: 
a) Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan (Pasal 46 jo. Pasal 
16) 
Perizinan bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun 
dana dari masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting 
untuk diawasi. Pihak yang menghimpun dana masyarakat tanpa 
izin Bank Indonesia sering disebut sebagai “bank gelap”, yang 
dapat diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-
kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) dan paling 
banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) 
b) Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank (Pasal 40, 41, 
41 A, 42, 42 A, 43, 44, 44 A, 45, 47 dan 47 A) 
Ketentuan rahasia bank diperlukan untuk menjaga kepercayaan 
masyarakat agar informasi nasabah penyimpan dan simpanannya 
tidak disalahgunakan demi menjamin kelangsungan usaha bank, 
sehingga keberadaan rahasia bank sangat strategis. Oleh karena itu, 
bagi pihak yang melanggar ketentuan rahasia bank perlu diberikan 
sanksi pidana. Sanksi pidana dapat dikenakan pada: 
 
 
28Wahyuni Bahar, dkk,, Tindak Pidana Di Bidang Perbankan, Centre for 
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(1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari 
Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank 
atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan 
pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling 
lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). 
(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak 
Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan 
keterangan yang wajib dirahasiakan, diancam dengan pidana 
penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun danpaling lama 4 
(empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
(3) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang 
dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib 
dipenuhi untuk kepentingan perpajakan, untuk pengurusan 
piutang negara dan untuk kepentingan peradilan dalam perkara 
pidana dan untuk memenuhi permintaan/persetujuan nasabah 
penyimpan dana, diancam dengan pidana penjara sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta 
denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar 
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c) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan bank oleh Bank 
Indonesia (Pasal 29, 30 dan 48) 
Dalam rangka pengawasan bank oleh Bank Indonesia, bank wajib 
menyampaikan kepada Bank Indonesia tentang segala keterangan 
dan penjelasan mengenai usahanya, memberikan kesempatan bagi 
pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank 
serta menyampaikan laporan-laporan dalam waktu dan bentuk 
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Apabila kewajiban ini tidak 
dilaksanakan, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi 
pidana dapat dikenakan pada: 
(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang 
dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib 
dipenuhi untuk kepentingan pengawasan dan pemeriksaan 
bank termasuk menyampaikan neraca dan perhitungan 
laba/rugi tahunan serta laporan berkala lainnya, diancam 
dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan 
paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-
kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 
(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang 
lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi untuk 
kepentingan pengawasan dan pemeriksaan bank termasuk 
menyampaikan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta 
laporan berkala lainnya, diancam dengan pidana kurungan 
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) 
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(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 
(dua miliar rupiah). 
d) Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank (Pasal 
49 ayat (1) dan (2)) 
Dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank, anggota Dewan 
Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja: 
(1) membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam 
pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau 
laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu 
bank; 
(2) menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan 
tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam 
laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, 
laporan transaksi atau rekening suatu bank; 
(3) mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau 
menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan 
atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan 
kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, 
atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, 
menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan bank, 
diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda 
sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 














































commit to user 
35 
 
Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang 
dengan sengaja: 
(1) meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk 
menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, 
uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau 
untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan 
atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh 
uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau 
dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas 
surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau 
bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan 
persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan 
dana yang melebihi batas kreditnya pada bank; 
(2) tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk 
memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-
undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana 
penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 
(delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 
e) Tindak pidana yang terkait dengan Pihak Terafiliasi (Pasal 50) 
Terhadap pihak terafiliasi diancam sanksi pidana apabila 
melakukan perbuatan sebagai berikut: 
(1) tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk 
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Undangundang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya 
yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) 
tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 
(seratus miliar rupiah). 
f) Tindak pidana yang terkait dengan Pemegang Saham (Pasal 50 A) 
Pemegang saham bank yang dikenal dengan istilah pemilik bank 
juga diancam dengan sanksi pidana apabila menyuruh Komisaris, 
Direksi atau pegawai bank untuk melakukan tindakan sebagai 
berikut: 
(1) dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau 
pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan 
yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-
langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank 
terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan 
perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam 
dengan pidanapenjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-
kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). 
2) Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Perbankan 
Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Perbankan, 
Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan prinsip 
atas asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-
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diterapkan bank dalam menjalankan kegiatan usahanya agar senantiasa 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku guna 
menghindari penyimpangan praktik perbankan yang tidak sehat dan 
untuk meminimalisasi kerugian yang terjadi pada bank. 
Misalnya, tentang prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, 
antara lain tentang jumlah maksimum fasilitas kredit yang dapat 
diberikan dikaitkan dengan jumlah keseluruhan kredit bank dalam 
kaitannya dengan KPPM, kaitannya dengan BMPK dan tata cara 
penilaian Kualitas Aktiva Produktif. Selain dikenai sanksi 
administrative, maka terhadap dewan komisaris, direksi, pegawai 
bank, pemegang saham maupun pihak terafiliasi lainnya dapat 
dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) 
huruf b, Pasal 50 dan Pasal 50 A Undang-undang Perbankan. 
Dengan demikian, pelanggaran prinsip kehati-hatian tidak 
selalu merupakan suatu tindak pidana perbankan. Harus dilihat 
terlebih dahulu ketentuan-ketentuan Bank Indonesia yang terkait 
prinsip kehati-hatian tersebut dimana terdapat kenmungkinan 
pengenaan sanksi administrative oleh Bank Indonesia kepada bank. 
3) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (tindak pidana 
perbankan sebagai tindak pidana korupsi) 
Unsur-unsur tindak pidana korupsi meliputi: 
a) Setiap orang 
b) Melakukan tindakan melawan hukum; 
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d) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; 
e) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 
karena jabatan atau kedudukannya. 
Dengan bertitik tolak pada unsur-unsur tersebut di atas, ada 
yang berpendapat bahwa setiap perbuatan pegawai, direksi, komisaris, 
pemegang saham dan atau pihak terafiliasi dengan bank, yang 
dilakukan secara melawan hukum dan dapat merugikan keuangan atau 
perekonomian Negara, dapat digolongkan sebagai tindak pidana 
korupsi. 
4) Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang 
Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur 
bahwa hasil tindak pidana dalam undang-undang tersebut adalah harta 
kekayaan yang diperoleh antara lain salah satunya dari tindak pidana 
di bidang perbankan. Pada prinsipnya kejahatan pencucian uang 
adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyamarkan atau 
menyembunyikan hasil kejahatan sehingga tidak tercium oleh para 
aparat, dan hasil kejahatan tersebut dapat digunakan dengan aman 
yang seakan-akan bersumber dari jenis kegiatan yang sah29. 
In collusion with a bank, criminals can "launder" the money so 
that it appears to have come from legitimate sources. Methods include 
breaking up the money into smaller accounts or transferring them 
 
 
29AM. Mujahidin, Kriminalisasi Pencucian Uang dan Strategi 
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through a series of different accounts around the globe. In many 
cases, the launderer disguises accounts as payments for goods and 
services. After the money has been cleansed, it may be invested into 
legitimate investments, further distancing the cash from its illegal 
origins30. 
Jadi setiap harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana di 
bidang perbankan yang ditempatkan, ditransfer dari suatu penyedia 
jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan lainnya termasuk bank, 
maka dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 3 undang-
undang ini, dimana disebutkan bahwa Setiap Orang yang 
menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, 
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, 
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga 
atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut 
diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan 
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan 
dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara 
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).  
Tindak pidana di bidang perbankan yakni yang menggunakan 
bank sebagai sarana ataupun sasaran sepanjang memenuhi ketentuan 
dalam Undang-undang ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana 
pencucian uang dan dapat dikenakan dengan ketentuan pidana 
berdasarkan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, 
tergantung dari hasil pembuktian kebenaran tindak pidana tersebut. 
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5) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 
Dalam menentukan suatu tindak pidana perbankan, ada 
kalanya pengenaan sanksi hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan 
pidana dalam KUHP. Adapun pasal-pasal dalam KUHP terkait tindak 
pidana perbankan, antara lain adalah Pasal 263 hingga Pasal 276 
KUHP terkait dengan pemalsuan surat, Pasal 362 terkait pencurian, 
Pasal 372 tentang penggelapan dan Pasal 378 tentang perbuatan 
curang. 
3) Freies Ermessen (diskresionare) 
Keberadaan peraturan kebijakan tidak dapat dilepaskan dengan 
kewenangan bebas dari pemerintah yang sering disebut dengan istilah freies 
ermessen. 
1) Definisi Freies Ermessen 
Secara bahasa, freies ermessen berasal dari kata frei yang artinya 
bebas, lepas, tidak terikat dan merdeka. Freies artinya orang yang bebas, 
tidak terikat dan merdeka. Sementara itu, ermessen berarti 
mempertimbangkan, menilai, menduga dan memperkirakan. Freies 
ermessen berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga 
dan mempertimbangkan sesuatu. 
Menurut Marcus Lukman, sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, 
freies ermessen diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan 
ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk 
melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-
undang31. 
31Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, 
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Definisi lain yang hampir senada juga diberikan oleh Nana 
Saputra, sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, bahwa freies ermessen 
adalah suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu 
kebebasan yang pada asasnya memperkenankan alat administrasi negara 
mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan daripada berpegang 
teguh pada ketentuan hukum32. 
2) Unsur-unsur Freies Ermessen 
Menurut Sjachran Basah, sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, 
unsur-unsur freies ermesessen dalam suatu negara hukum antara lain 
sebagai berikut33:  
a) Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik; 
b) Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara; 
c) Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum; 
d) Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri; 
e) Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-
persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba. 
3) Ruang Lingkup Freies Ermessen 
Di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, freies 
ermessen dilakukan oleh administrasi negara dalam hal-hal sebagai 
berikut33: 
 
31Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, 
Jakarta. 2006. Hal 177-178. 
32Ibid., Hal 178. 
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a) Belum ada pertauran perundang-undangan yang mengatur tentang 
penyelesaian in konkrito terhadap suatu masalah tersebut menuntut 
penyelesaian yang segera. 
b) Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat 
pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya. 
c) Adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya aparat 
pemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri, yang 
sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih 
tinggi tingkatannya. 
4) Pembatasan Freies Ermessen 
Menurut Muchsan, sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, 
pembatasan penggunaan freies ermessen adalah sebagai berikut34: 
a) Penggunaan freies ermessen tidak boleh bertentangan dengan 
sistem hukum yang berlaku (kaidah hukum posistif). 
b) Penggunaan freies ermessen hanya ditujukan demi kepentingan 
umum. 
9. Doktrin Kriminalisasi Kebijakan Publik 
Menurut Eddy OS Hiariej, dalam konteks hukum pidana, paling tidak 
terdapat tiga parameter secara kumulatif untuk menjustifikasi apakah suatu 
kebijakan telah memasuki ranah hukum pidana, yakni sebagai berikut35: 
 
 
34Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, 
Jakarta. 2006. Hal 181. 
35Aloysius Soni, Century Gate: Mengurai Konspirasi Penguasa-
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a. Pertama, jika suatu kebijakan dijadikan pintu masuk untuk melakukan 
kejahatan. 
Hal ini tentunya harus dibuktikan denganajaran kausalitas dalam hukum 
pidana bahwa antara kebijakan dankejahatan tersebut merupakan satu 
rangkaian terjadinya suatu tindak pidana. 
b. Kedua, ada aji mumpung dalam pengambilan kebijakan. 
Secara gamblang, Pompe dalam Hanboek Van Het Nederlands Strafrecht 
menyatakan bahwa dalam hukum pidana yang dipersoalkan tidak hanya  
kesalahan yuridis, tetapi juga aji mumpung dalam melakukan suatu 
perbuatan. Aji mumpung berkaitan erat dengan sikap batin seseorang 
dalam melakukan suatu perbuatan dan tentunya tidak mudah dibuktikan. 
Oleh karena itu, dengan menggunakan teori kesengajaan yang 
diobyektifkan, aji mumpung dapat terlihat berdasarkan kesesuaian fakta-
fakta atas dasar bukti yang valid. 
c. Ketiga, kebijakan tersebut melanggar peraturan. 
Pengertian pengaturan di sini sangat luas. Tidak harus melanggar undang-
undang, tetapi cukup melanggar peraturan perundang-undangan lain 
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Pada 20 November 2008, Bank Indonesia melalui Rapat Dewan Gubernur 
menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Penetapan Bank 
Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik tersebut didasarkan pada 
Perppu Nomor 4 Tahun 2004 tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuanga. 
Keputusan itu kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku 
Bank Indonesia Komite Stabilitas Sistem Keuangan 
(KSSK) 
Bank Century 
(Bank Gagal Berdampak Sistemik) 
Perppu No. 4 Tahun 2004 
Tentang 
Jaring Pengaman Sistem Keuangan 
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Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Kemudian KSSK mengadakan 
rapat pada 21 November 2008. Peserta rapat sepakat menyatakan Bank Century 
sebagai bank gagal berdampak sistemik dan menerima aliran dana penanganan Bank 
Century melalui Lembaga Penjamin Simpanan, yang didasarkan pada Undang-
undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. 
Dalam rapat KSSK, diputuskan menyuntikkan dana (bailout) ke Bank 
Century sebesar Rp 632 miliar untuk menambah modal sehingga dapat menaikkan 
CAR menjadi 8%. Enam hari dari pengambilalihan LPS mengucurkan dana Rp 2,776 
triliun pada Bank Century untuk menambah CAR menjadi 10%. Karena 
permasalahan tak kunjung selesai, maka pada 5 Desember 2008 LPS menyuntikkan 
dana kembali sebesar Rp 2,2 triliun untuk memenuhi tingkat kesehatan bank. Akhir 
bulan Desember 2008 Bank Century mencatat kerugian sebesar Rp 7,8 triliun. Untuk 
selanjutnya pada 3 Februari masih tetap diberikan kucuran dana sebesar Rp 1,55 
triliun. 
Sebagai akibat dari kebijakan bailout Bank Century tersebut, maka muncullah 
elemen atau kelompok masyarakat yang pro dan kontra. Kelompok yang pro, 
otomatis menyetujui atau menyatakan bahwa pengambilan kebijakan yang dilakukan 
oleh Bank Indonesia, KSSK dan LPS tersebut adalah sudah tepat. Pendapat tersebut 
tentunya didasarkan pada teori ekonomi, yakni Behaviour Finance Theory (BFT) dan 
indicator-indikator ekonomi lainnya yang terdapat pada data empiris pada Bank 
Century, yang menguatkan asumsi bahwa Bank Century adalah sebuah bank gagal 
yang berdampak sistemik sehingga dibutuhkan kebijakan bailout untuk 
“menyembuhkannya”. Sedangkan yang kontra pun, juga memiliki dasar teori 
ekonomi, yakni teori ekonomi tradisional dan indikator-indikator ekonomi lainnya, 
juga doktrin-doktrin tentang kriminalisasi kebijakan publik beserta ajaran kausalitas 
dalam hukum pidana, yang menguatkan asumsi bahwa Bank Century tidak 
berdampak sistemik, sehingga kebijakan bailout tersebut tidak perlu dilakukan. 
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tersebut dapat dipidanakan karena di mata mereka, kebijakan bailout tersebut adalah 
tidak tepat dan banyak kesalahan di dalamnya. Terlebih lagi, menurut mereka 
(khususnya tentu saja bagi lawan politik partai tertentu), ditengarai terdapat 
kepentingan-kepentingan politik di balik pengambilan kebijakan bailout tersebut 
ataupun tindak pidana korupsi (suap) di dalamnya. 
Dalam hal ini, Penulis akan sedikit berandai-andai. Seandainya memang 
asumsi-asumsi yang “dituduhkan” oleh pihak yang kontra tersebut adalah benar 
adanya, lalu apakah kebijakan bailout dapat dikriminalkan? Permasalahan itulah 
































































Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan 
konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten36. Dalam 
penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang Penulis lakukan adalah penelitian hukum doktrinal 
atau normatif atau kepustakaan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian 
hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang 
mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier37. Bahan-bahan hukum  
tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji dan kemudian ditarik 
kesimpulan berdasarkan hubungan dengan masalah yang diteliti. 
Sementara itu untuk mempelajari hukum, tentunya tidak terlepas dari 5 
(lima) konsep hukum menurut Soetandyo Wignyosoebroto, sebagaimana 
dikutip oleh Setiono, yakni sebagai berikut38: 
a) Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan 
berlaku universal; 




36Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. 
2006. Hal 42. 
37Ibid., Hal 52. 
38Setiono, Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Program 
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c) Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inconcreto, dan 
tersistemasi sebagai judge made law; 
d) Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis 
sebagai variabel sosial yang empirik; 
e) Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial 
sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. 
Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan konsep hukum yang ke-2, 
yakni hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-
undangan hukum nasional. Dalam konsep normatif, hukum adalah norma 
yang telah terwujudkan sebagai perintah yang eksplisit dan secara positif telah 
terumus jelas untuk menjamin kepastiannya39. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian yang dilakukan Penulis adalah bersifat deskriptif. Suatu 
penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti 
mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya40. 
Dalam hal ini, Penulis memberikan data yang seteliti mungkin mengenai 
ada atau tidaknya penyimpangan dalam kebijakan Bailout Bank Century dan 
tentang peluang kebijakan bailout Bank Century tersebut dapat dikriminalkan 




39Setiono, Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Program 
Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, Surakarta. 2005. Hal 20-21. 
40Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. 
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3. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 
Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, 
hasil-hasil penelitian yang  berwujud laporan, buku harian dan seterusnya41. 
4. Sumber Data 
Dalam penelitian ini Penulis akan menggunakan sumber data sekunder 
yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 
a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya mempunyai 
kekuatan hukum mengikat, yakni materi Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. 
b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang erat hubungannya 
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta 
memahami bahan hukum primer, misalnya SK Direksi BI No. 
32/51/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi 
dan Akuisisi Bank Umum, Peraturan BI No. 10/26/PBI/2008 tentang 
Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum,  Peraturan BI No. 
7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, 
41Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. 
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buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan 
dengan penelitian. 
c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, 
ensiklopedia dan sebagainya. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam 
penelitian hukum ini, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui 
studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan pengumpulan data 
dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, literatur dan lainnya 
yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dengan cara sebagai berikut: 
a. Mengunjungi perpustakaan dan mencari literature-literatur yang relevan 
dengan penelitian hukum ini; 
b. Membaca dan mengkaji artikel-artikel terkait penelitian hukum ini; serta 
c. Membaca dan mempelajari beberapa penelitian hukum yang sudah ada 
sebelumnya, yang membahas permasalahan yang hampir serupa. 
6. Lokasi Penelitian 
Dalam memperoleh data untuk penelitian hukum ini, maka Penulis 
mempergunakan literature-literatur yang diperoleh dari perpustakaan dan 
menjadikannya sebagai lokasi penelitian, di antaranya sebagai berikut: 
a. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS); dan 
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7. Pendekatan Penelitian 
 Dengan pendekatan penelitian, Penulis akan mendapatkan informasi dari 
berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. 
Dalam penulisan hukum ini, Penulis menggunakan pendekatan sebagai 
berikut: 
a. Pendekatan undang-undang (statute approach). 
Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan 
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut 
dengan isu hukum yang yang sedang ditangani42. Dalam hal ini, Penulis 
akan menelaah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 
1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. 
b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) 
Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari 
aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau  
tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi43. Dalam 
membangun konsep, peneliti harus beranjak dari pandangan-pandangan 
dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam hal 
ini, Penulis menjadikan doktrin dari ahli hukum yakni Eddy OS Hiariej, 
   
  42Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, 
Jakarta. 2008. Hal 93. 
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mengenai doktrin kriminalisasi kebijakan publik, sebagai konsep dasar 
pijakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena 
itu, dengan menggunakan pendekatan konseptual, peneliti dapat 
menemukan jawaban dari permasalahan tersebut dengan cara mendalami 
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hokum. 
8. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan tahap yang paling penting dan menentukan, 
karena pada tahap ini terjadi proses pengolahan data. Dalam sebuah penelitian 
hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan 
mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis44. 
Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi 
kepustakaan, aturan perundang-undangan dan artikel dimaksud, penulis 
uraikan dan hubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan 
yang lebih  sistematis guna menjawab permasalahan yang dirumuskan. Di 
dalam penelitian ini, cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, 
yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum 
terhadap permasalahan konkret yang dihadapi45. Dalam hal ini, Penulis akan 
menarik kesimpulan dari unsur-unsur tindak pidana di bidang perbankan 
terhadap kebijakan bailout, dan juga menarik kesimpulan dari doktrin 
kriminalisasi kebijakan terhadap kebijakan bailout tersebut. Selanjutnya bahan 
hukum yang ada dianalisis untuk melihat ada atau tidaknya penyimpangan 
dalam kebijakan bailout Bank Century dan peluang kebijakan tersebut untuk 
dikriminalkan. 
 
44Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. 
2006. Hal 251. 
45Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu 

















































HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka akan Penulis uraikan 
mengenai hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut: 
A. HASIL PENELITIAN 
1. Ada-Tidaknya Tindak Pidana di Bidang Perbankan terkait Kebijakan 
Bailout Bank Century 
Sebagaimana yang telah Penulis uraikan dalam latar belakang pada 
Bab I, bahwa dengan adanya status Bank Century yang berubah menjadi 
sebuah bank yang gagal bahkan berdampak sistemik, maka dikeluarkanlah 
kebijakan berupa Bailout (bantuan penyelamatan) sebesar Rp 6,762 triliun, 
yang diberikan secara bertahap. Bailout merupakan bantuan keuangan kepada 
bank tertanggung atau lembaga tabungan yang mengalami kerugian karena 
kredit macet, kelesuan pasar atau penarikan dana dalam jumlah besar secara 
tiba-tiba oleh para deposan46. Bantuan senilai Rp 6,762 triliun tersebut 
diperuntukkan bagi Bank Century agar dapat menaikkan CAR (Capital 
Adequacy Ratio) menjadi 8 %. 
Sebelum membahas ada atau tidaknya tindak pidana di bidang 
perbankan dala kebijakan bailout tersebut, tidak ada salahnya jika Penulis 
memaparkan engenai pro dan kontra atas keluarnya kebijakan bailout Bank 
Century. Kelompok yang pro, pada intinya berpendapat bahwa kebijakan 
Bailout tersebut adalah memang sudah tepat. Sedangkan kelompok yang 
 
 

















































kontra, pada intinya berpendapat bahwa kebijakan Bailout tersebut adalah 
sebuah kebijakan yang salah, bahkan mereka berpendapat bahwa terdapat 
penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.  
Bagi kelompok yang pro, mereka berpendapat bahwa kebijakan 
Bailout Bank Century adalah sebuah kebijakan yang tepat untuk 
“menyembuhkan” Bank Century. Pendapat yang mereka keluarkan ini 
tentunya tidak lepas dari pertanyaan-pertanyaan seperti: “mengapa Bank 
Century harus diselamatkan pada 20 November 2008?”, “alat 
ukur/metodologi apa yang digunakan Bank Indonesia dalam menilai suatu 
bank yang ditengarai berdampak sistemik?”, dan “mengapa Bank Century 
dikategorikan sebagai bank gagal yang berdampak sistemik?”. Jawaban-
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan nilah yang akan Penulis uraikan 
selanjutnya. 
Sebagaimana yang dikutip dari website resmi Bank Indonesia, 
http://www.bi.go.id, kegagalan Bank Century terjadi di tengah-tengah situasi 
dan kondisi ekonomi dan sistem perbankan domestic yang genting karena 
terkena dampak krisis keuangan global. Krisis finansial yang bermula di AS 
saat ini dampaknya telah meluas ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. 
Dampak lanjutan dari krisis finansial ini diperkirakan akan mempengaruhi 
sektor riil. Ekonomi Indonesia diperkirakan akan terpengaruh oleh situasi ini, 
namun dampaknya diperkirakan tidak separah krisis 199847. 
 
 
47Ruddy N. Sasadara, Dampak Krisis Finansial Global Terhadap Sektor 
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Kondisi ini mencapai puncaknya pada bulan November 2008. Ketika 
tekanan pada pasar modal dan valas serta stabilitas nilai tukar semakin 
meningkat. Arus modal keluar Indonesia meningkat seperti tercermin pada 
menurun tajamnya kepemilikan asing di SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan 
saham di pasar modal sehinga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika 
mencapai lebih dari Rp 12.000,00 per USD. Selain itu, sistem perbankan 
mengalami keketatan likuiditas yang diikuti dengan segmentasi PUAB (Pasar 
Uang Antar Bank). Situasi dan kondisi yang genting ini menyebabkan resiko-
resiko yang dihadapi perbankan meningkat drastis. Indeks Kestabilan 
Finansial naik tajam yang mencerminkan tingginya keungkinan terjadi krisis 
keuangan di Indonesia48. 
Selain itu, mencermati kegentingan situasi yang ada, maka jika Bank 
Century tidak diselamatkan akan memberikan dampak berantai, yang dapat 
menciptakan instabilitas pada sistem keuangan dan perekonomian nasional 
mengingat kondisi perekonomian global saat itu. Berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut, maka rapat KSSK pada 20 November 2008 akhirnya 
memutuskan bahwa Bank Century harus diselamatkan karena ditengarai 
sebagai bank gagal yang berpotensi sistemik. 
Sebagaimana yang dikutip dari website resmi Bank Indonesia, 
http://www.bi.go.id, terdapat 5 (lima) aspek yang digunakan Bank Indonesia 
untuk melakukan analisis terhadap bank gagal yang ditengarai berdampak 
sistemik, di antaranya sebagai berikut49: 
 
 
48Sawidji Widioatmojo, Mencari Kebenaran Obyektif Dampak Sistemik 
Bank Century: Kajian Teoritis dan Empiris, Kompas Gramedia, Jakarta. 2010. 
Hal 24-25. 













































commit to user 
56 
 
1) Institusi Keuangan 
2) Pasar Keuangan 
3) Sistem Pembayaran 
4) Sektor Riil; dan 
5) Psikologi Pasar. 
 
Kesimpulan analisis sistemik atas dasar kelima aspek tersebut di atas 
adalah sebagai berikut: 
Keputusan bahwa Bank Century adalah bank gagal yang ditengarai 
berdampak sistemik dilakukan berdasarkan hasil analisis dan pertimbangan 
yang memadai dan dapat pertanggungjawabkan. Hal ini mengingat, analisis 
tersebut mempertimbangkan aspek-aspek makro-ekonomi dan keuangan yang 
cermat, itikad baik, asas kemanfaatan publik dan asas transparansi dalam 
proses pengambilan keputusannya. Hal ini terutama dapat dilihat dari jalur-
jalur analisis sebagai berikut: 
1) Melalui sistem pembayaran 
Apabila bank ini ditutup, dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya 
rush ada peer banks dan bank-bank yang lebih kecil, sehingga akan 
mengganggu kelancaran sistem pembayaran. 
2) Melalui pasar keuangan 
Penutupan bank ini akan menimbulkan sentimen negative di pasar 
keuangan, terutama dalam kondisi pasar yang sangat rentan terhadap 
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3) Melalui psikologi pasar 
Kegagalan bank ini dapat menambah ketidakpastian pada pasar domestik 
yang dapat berakibat fatal pada psikologi pasar yang sedang sensitif. 
4) Melalui lembaga keuangan 
Secara institusi, penutupan bank ini tidak berdampak signifikan terhadap 
sektor perbankan, karena pangsanya terhadap industry tidak terlalu besar. 
5) Melalui sektor riil 
Karena perannya pada pemberian kredit terhadap sektor riil tidak 
signifikan, maka kegagalan bank ini memiliki dampak yang relatif terbatas 
terhadap sektor riil. Dari analisis tersebut di atas, permasalahan pada Bank 
Century berpotensi menimbulkan dampak sistemik terutama melalui jalur 
psikologi pasar, sistem pembayaran dan pasar keuangan. 
Selain kelima aspek tersebut, terdapat teori yang menguatkan alasan 
pentingnya dikeluarkannya kebijakan bailout Bank Century, yakni Behaviour 
Finance Theory. Seperti yang telah Penulis uraikan pada Bab II, teori dari 
Shleifer dan Summers tersebut berasumsi (asumsi pertama) bahwa dalam 
mengambil keputusan, individu tidak sepenuhnya rasional atau lebih dikenal 
sebagai irrasional investor. Di pasar keuangan, masyarakat (terutama 
investor) berperilaku tidak rasional. Di bursa saham misalnya, investor tidak 
membeli saham sesuai dengan nilai fundamentalnya. Malah sering terjadi 
semakin mahal harga saham (di atas nilai fundamental), semakin antusias 
investor membelinya. Perilaku berinvestasi di pasar keuangan berdasar rumor 
memang tidak ada salahnya. Namun, terkadang perilaku seperti itu bisa 
menimbulkan masalah, seperti melahirkan krisis  ekonomi dunia akibat 
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Perilaku seperti itu juga rawan penipuan, sebagai akibat 
ketidakpahaman investor atas instrument investasi yang dibelinya. Kasus 
seperti ini juga terjadi di Indonesia. Penipuan terakhir dilakukan perusahaan 
sekuritas Antaboga. Perusahaan ini menerbitkan reksa dana fiktif (tidak 
terdaftar di Bapepam) yang dipasarkan Bank Century. Karena fiktif, investor 
tidak bisa me-redeem reksa dananya, dan karena investasi diambil dari 
pengalihan deposito nasabah, maka Bank Century bangkrut. Untuk 
menghindari kegagalan sistemik, pemerintah harus menyuntikkan dana 
sebesar 6,7 triliun. 
Di sinilah relevansi antara Behaviour Finance Theory dengan kasus 
Bank Century, sekaligus kontroversinya. Dengan kerangka pemikiran BFT 
(terutama tentang irrasionalitas investor), cukup memiliki dasar untuk 
mendasari argumentasi bahwa pembangkrutan Bank Century akan berdampak 
sistemik melalui rumor. 
Kerangka analisis dengan menggunakan 5 (lima) aspek tersebut di atas 
telah dapat diterima oleh Panitia Kerja RUU-JPSK Komisi XI-DPR RI 
periode 2004-2009 seperti tercantum dalam Pasal 7 dan Penjelasan Pasal 7 
Draft RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). 
Dalam melakukan analisis terhadap Bank Century sebagai bank gagal 
yang berdampak sistemik, Bank Indonesia menggunakan data kuantitatif dan 
kualitatif dalam merumuskan assessment dari kelima aspek di atas. Data 
kuantitatif yang menjadi dasar analisis Bank century sebagai bank yang 
ditengarai berdampak sistemik memperhatikan data kuantitatif sebagai 
berikut50: 
 
50Sawidji Widioatmojo, Mencari Kebenaran Obyektif Dampak Sistemik 
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1) Kondisi makro ekonomi, termasuk data mengenai pertumbuhan 
ekonomi, kondisi neraca pembayaran, nilai tukar rupiah, kondisi pasar 
modal dan kondisi pasar keuangan internasional. Sumber-sumber data 
ini berasal baik dari Bank Indonesia maupun BPS, Bapepam, dan 
publikasi keuangan luar negeri; 
2) Penurunan DPK (sebagai indicator penurunan kepercayaan), yang 
bersumber dari Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) maupun hasil 
pengamatan langsung oleh pengawas Bank Indonesia; 
 
3) Interbank stress-testing, yang bersumber dari hasil kajian Bank 
Indonesia dengan menggunakan data-data dari LBU; 
4) Simulasi ketahanan likuiditas perbankan (terhadap 18 bank peer dan 5 
bank dengan Total Aset yang hampir sama dengan Bank Century) 
yang bersumber dari hasil kajian Bank Indonesia dengan 
menggunakan data LBU dan informasi pengawas; 
5) Dampak terhadap sistem pembayaran, yang bersumber dari data Real 
Time Gross-Settlement (RTGS) dan kliring yang diselenggarakan oleh 
Bank Indonesia. 
Berdasarkan metodologi tersebut diatas, berikut ini Penulis sampaikan 
ringkasan analisis yang menggambarkan kondisi pada waktu itu51: 
 
-  
51Sawidji Widioatmojo, Mencari Kebenaran Obyektif Dampak Sistemik 
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1) Karakteristik kejadian 
- Bank mengalami kesulitan likuiditas sejak pertengahan bulan Juli 
2008 ditandai dengan telah terjadinya pelanggaran Giro Wajib 
Minimum (GWM) beberapa kali. 
- Bank Century gagal kliring pada 13 November 2008 karena factor 
teknis berupa keterlambatan penyetoran pre-fund. 
- Kondisi Bank Century telah memicu rumor yang menurunkan 
kepercayaan masyarakat serta menganggu kinerja bank-bank 
lainnya. 
- Walaupun gangguan di sektor keuangan/perbankan masih bersifat 
sporadic, pada saat yang bersamaan terdapat 23 (dua puluh tiga) 
bank dan beberapa BPR yang kondisi likuiditasna sangat rentan 
terhadap adanya isu-isu tersebut. Dikhawatirkan akan berpotensi 
menjalar ke bank-bank lainnya. 
2) Kondisi sistem keuangan dan sektor riil 
- Dengan kondisi ekonomi dan keuangan global yang terus 
memburuk, kondisi sistem keuangan domestic terus tertekan, 
ditandai oleh melemahnya IHSG, terdapat potensi terjadinya 
capital flight ke luar negeri karena tidak adanya sistem penjaminan 
penuh di Indonesia. 
- Kondisi neraca pembayaran terus tertekan, cadangan devisa 
menurun, diikuti oleh meningkatnya country risk Indonesia dan 
terus melemahnya nilai tukar rupiah. 
- Kondisi sektor swasta memburuk. Berbagai informasi 
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berbagai penyesuaian dalam bentuk kenaikan upah buruh, 
peningkatan biaya produksi dan PHK. 
- Respon dari pemerintah dan Bank Indonesia untuk menenangkan 
pasar telah dilakukan dengan pelonggaran likuiditas, kenaikan 
batas atas peminjman simpanan menjadi Rp 2 miliar, pemberian 
jaminan ketersediaan valas bagi perusahaan domestic, dan lainnya. 
Namun langkah-langkah ini masih membutuhkan waktu sebelum 
diketahui efektivitasnya. 
- Sementara itu, untuk menghadapi gejolak dan potensi krisis yang 
mungkin timbul di setor keuangan, pemerintah telah mengeluarkan 
3 (tiga) Perppu, yakni tentang JPSK, amandemen UU LPS dan 
amandemen UU BI. 
3) Analisis peran Bank Century dalam perekonomian 
- Peran Bank Century dalam perekonomian dapat dilihat dari sisi 
fungsinya yakni pemberian kredit, ukuran bank, dan keterkaitan 
dengan bank/lembaga keuangan lainnya. Penilaian BI pada bulan 
November 2008 menyatakan bahwa peran bank Bank Century 
dalam hal ini tidak signifikan. 
- Namun, dari sisi jumlah nasabah dan jaringan kantor cabang, bank 
ini termasuk memiliki jumlah nasabah yang cukup besar (65.000 
nasabah) dan jaringan cukup luas di seluruh Indonesia (30 KC dan 
35 KCP). 
- Dalam kondisi bukan krisis, jika bank ini ditutup maka 
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- Namun, dalam kondisi krisis, yang saat itu cenderung rentan 
terhadap berita-berita negative, penutupan sebuah bank berpotensi 
menimbulkan ketakutan dari nasabah penyimban dari bank-bank 
lainnya, terutama peer banks atau bank yang lebih kecil, sehinga 
nasabah tersebut segera memindahkan dananya ke bank yang 
dianggap lebih aman (flight to quality). 
- Dengan demikian, apabila Bank Century diputuskan ditutup, maka 
penutupan tersebut dikhawatirkan akan menurunkan kepercayaan 
masyarakat terhadap bank-bank tersebut di atas, dan dampaknya 
bisa berpengaruh pada stabilitas sistem perbankan dan sistem 
keuangan secara keseluruhan. 
4) Analisis dampak penutupan Bank Century terhadap pasar keuangan 
- Situasi pasar keuangan di paruh kedua terutama mendekati akhir 
tahun 2008 sangat rentan dan mudah dipengaruhi oleh berita-berita 
negative. Pasar modal mengalami penurunan harga saham terus-
menerus, dan ini termasuk saham perbankan dan industry sektor 
keuangan lainnya, dan bahkan pasar modal sempat 2 (dua) kali 
dihentikan sementara. Kepercayaan investor asing terhadap pasar 
modal Indonesia sangat menurun. 
- Sementara itu, PUAB mengalami segmentasi, di mana bank yang 
biasa meminjamkan dana di PUAB mengurangi pasokannya ke 
pasar. 
- Secara keseluruhan, penanganan kegagalan bank yang tidak 
dilakukan secara komprehensif akan memperburuk kinerja pasar 
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5) Analisis sistem pembayaran 
- Gejala segmentasi di PUAB semakin meluas di bulan November 
2008. Data selama seminggu tertakhir sebelum 20 November 2008 
menunjukkan bahwa transaksi PUAB dialkukan hanya antara 
sesame bank di kelompok masing-masing (kelompok bank besar, 
bank menengah dan kecil). Apabila terjadi flight to quality yang 
mengakibatkan bank-bank menengah-kecil mengalami kesulitan 
likuiditas, kesulitan likuiditas tersebut tidak dapat diatasi dari 
PUAB, karena bank-bank besar yang biasa memasok dana di pasar 
uang sangat membatasi pasokannya. 
- Pamantauan menunjukkan terdapat 18 peer Bank Century yang 
berpotensi mengalami kesualitan likuiditas bila terjadi flight to 
quality. 
- Sementara apabila Bank Century ditutup, terdapat 5 (lima) bank 
lainnya yang berkarakteristik seperti Bank Century yang diduga 
juga akan mengalami kesulitan likuiditas, antra lain kare kelima 
bank tersebut juga menempatkan dana antar-bank di Bank 
Century. 
- Jika kemudian muncul rumor negative mengenai permasalahan 
likuiditas 23 (dua puluh tiga) bank di atas, hal ini akan dengan 
cepat memicu terjadinya kepanikan di kalangan masyarakat dan 
berpotensi untuk menimbulkan bank run. Dalam kondisi PUAB 
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pembayaran khususnya kliring, bisa tidak terselesaikan, dan hal ini 
sangat membahayakan stabilitas sistem perbankan52. 
Bagi kelompok yang kontra, mereka berpendapat bahwa kebijakan 
Bailout Bank Century adalah sebuah kebijakan kurang tepat atau salah atau 
terdapat beberapa kejanggalan, bahkan mungkin pelanggaran di dalamnya. 
Pendapat tersebut tentunya tidak serta-merta berasal dari asumsi-asumsi 
semata saja, namun juga didukung oleh indicator-indikator atau data-data atau 
teori-teori tertentu yang mendasarinya. Bahkan, mereka berpendapat bahwa 
Bank Century memang sudah “cacat” sejak awal berdiri. Berikut ini Penulis 
akan menguraikannya. 
Pada saat perekonomian negeri ini sedang mengalami krisis, kurang 
lebih sekitar tahun 1998, para nasabah kebingungan menempatkan uang 
mereka karena industry perbankan nasional sedang goncang, tidak lagi 
mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Pemerintah pun bekerja habis-
habisan untuk melakukan pemulihan. Kemudian diundanglah sebuah lembaga 
internasional untuk melakukan audit terhadap semua bank yang ada di 
Indonesia dan mengklasifikasikan tingkat kesehatannya. 
Kemudian, muncullah berita tentang hasil pemeriksaan auditor 
internasional tersebut. Ternyata terdapat 7 (tujuh) bank yang dinilai dapat 
memenuhi syarat-syarat kecukupan modal. Ketujuh bank tersebut dinilai 
aman. Asset beresiko yang mereka miliki tidak melebihi 25 (dua puluh lima) 
kali modal. Jadi, rasio kecukupan modal (CAR) bank-bank tersebut masih di 
atas 4 % (angka yang bagus untuk masa itu). Dari ketujuh bank tersebut, 
 
 
52Sawidji Widioatmojo, Mencari Kebenaran Obyektif Dampak Sistemik 
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terdapat di antaranya adalah Bank Pikko dan bank Danpac. Bank-bank lainnya 
adalah Bank Buana, Bank NISP, Bank Global, Bank Victoria dan Bank Panin. 
Beberapa bulan kemudian, Bank CIC juga dinyatakan masuk kategori A53. 
Pada Desember 2004, Bank Pikko, Bank Danpac dan Bank CIC 
demerger menjadi Bank Century. Namun, di kemudian hari, terungkaplah 
kenyataan bahwa merger tersebut tidak layak terlaksana. Terlalu banyak 
persoalan di bank-bank peserta merger tersebut, terutama Bank CIC dan Bank 
Pikko. 
Jauh sebelum merger itu terjadi, di Bank CIC sudah terjadi berbagai 
keanehan. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BI yang dilakukan pada 
Juli-November 2001, sudah ada bermacam pelanggaran perihal ketentuan 
rasio kecukupan modal (CAR), kredit bermasalah, dan batas maksimum 
pemberian kredit (BMPK). Sebenarnya, pada kuartal ketiga 2001, nasib Bank 
CIC sudah di ujung tanduk. Hampir 70 % sumber dana bank tersebut berasal 
dari GSM-102 Financing. Audit BPK menyatakan bahwa GSM-102 
Financing adalah program jaminan kredit ekspor yang diterbitkan pemerintah 
Amerika Serikat. Pada 2001, pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan dari 
pemerintah Amerika Serikat melaui United States Development of 
Agricultural (USDA) sebesar US$ 172,8 juta, senilai dengan Rp 1,728 triliun. 
Status dana tersebut adalah grant atau hibah. Tujuan program itu 
adalah untuk menjamin para importer dari suatu Negara yang akan 
mengimpor hasil pertanian dari Amerika. Pemerintah Indonesia meneken 
perjanjian program ini pada 20 September 1999 dan mulai berlaku sejak 
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sebagai upaya berjaga-jaga. Jika dalam periode itu terdapat importer 
Indonesia yang mengalami default, maka bank yang membuka fasilitas L/C 
dapat memperoleh penggantian dari dana jaminan tersebut. Setelah akhir 
periode penjaminan, dana yang tersisa dalam rekening penjaminan pada 
Chase Manhattan Bank di New York, akan menjadi hak pemerintah 
Indonesia. 
Terdapat 14 (empat belas) bank di Indonesia yang berhak mengikuti 
program tersebut, termasuk bank BUMN, dan juga termasuk Bank CIC. Yang 
sedikit janggal di sini adalah bahwa Bank CIC bisa mendapatkan US $ 953 
juta atau hampir 85 % dari keseluruhan fasilitas. Bank CIC menerima dana 
tersebut dari tiga bank, yakni SCB, Bank Denver dan Deutche Bank. Terlebih 
lagi, Bank CIC juga tidak memiliki track record sebagai international 
banking. Tentu saja Bank CIC seperti mendapat “rezeki” di saat bank lain 
masih kritis. Bank kecil tersebut dapat menikmati likuiditas murah untuk 
jangka waktu lumayan panjang, yakni tiga tahun. Praktek tersebut jelas 
melanggar terms and conditions yang melekat pada fasilitas GSM-102.  
Seharusnya BI tidak menoleransi praktek tersebut, namun BI 
sepertinya tutup mata. Bank CIC akhirnya leluasa membeli instrument pasar 
uang valas. Pembelian tersebut dilakukan habis-habisan melalui Chinkara 
Capital (pemegang saham CIC). Instrumen derivative semacam credit linked 
notes, US treasury strips (semacam surat utang tanpa bunga), yang tentu saja 
agak janggal54.  
Persoalan yang paling serius menyangkut Bank CIC adalah dugaan 
terjadinya pelanggaran BMPK hingga senilai 6 triliun rupiah. Modusnya 
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oleh bank itu sendiri. Dana kredit itu lantas disimpan di beberapa bank yang 
juga sudah berkolusi dengan Bank CIC. Kredit tersebut dikucurkan dengan 
jaminan negotiable certificate of deposit (NCD) yang diterbitkan oleh bank-
bank penyimpan hasil pencairan kredit tadi. NCD nya pun ditengarai palsu. 
Bank CIC sebenarnya sudah masuk dalam perawatan BI sejak tahun 199955. 
Belum berhenti pada persoalan indikasi “kecacatan” berdirinya Bank 
Century, ternyata juga terdapat perbedaan dalam penghitungan CAR ketiga 
bank peserta merger tersebut antara BI dan BPK. Berikut akan Penulis 
uraikan. 
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Chinkara juga menjadi 
pemegang saham pengendali Bank CIC, meski hanya memiliki 16,7 % saham. 
Setelah itu, Chinkara meminta persetujuan BI untuk mengakuisisi 66,65 % 
saham Bank Pikko. Perusahaan investasi tersebut lalu menempatkan dana 
setoran modal dalam rekening penampung sebesar US$ 12 juta di Bank CIC. 
Dan BI kemudian meminta Chinkara mengalihkan setoran modalnya itu dari 
rekening penampung di Bank CIC ke Bank Pikko. Uang tersebut dijadikan 
sebagai tanda jadi pembelian. 
Untuk menuntaskan masalah legalitas, Bank Pikko melaksanakan 
penwaran umum kepada public sejak 28 Mei 2001 hingga 5 Juni 2001. Saham 
yang dijual senilai Rp 128.000.000.000,00. Chinkara lalu membeli saham-
saham tersebut sehingga memiliki 66,65 % saham Bank Pikko. Tidak itu saja, 
atas nama Morgan Stanley Nominee, Chinkara membeli lagi saham Bank 
Pikko sebesar 20,17 % di pasar modal. Alhasil, total saham Chinkara di Bank 
Pikko mencapai 86,92 %. 
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Setelah semua proses jual-beli saham tersebut terjadi, barulah 
Chinkara mengajukan izin kepada BI untuk melaksanakan atas Pikko dan 
Danpac. Pada 27 November 2001, BI membahas permohonan izin tersebut. 
Dalam Ringkasan Eksekutif Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, dinyatakan 
bahwa kepemilikan Chinkara di Pikko dan Danpac telah memenuhi kategori 
akuisisi bank. dengan begitu, persyaratan dalam Surat Keputusan Direksi BI 
Nomor 32/51 tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, 
Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum harus dipenuhi. 
Persyaratan administratif yang belum dipenuhi dalam akuisisi itu 
meliputi belum dipublikasikannya rancangan akuisisi di surat kabar, karena 
proses setoran modal dilakukan terlebih dulu oleh investor. Lantas, laporan 
keuangan Chinkara selama tiga tahun terakhir juga belum bisa diperoleh BI 
karena Chinkara baru didirikan pada 8 Oktober 1999. Selain itu, rekomendasi 
dari suatu instansi berwenang, menyatakan bahwa Chinkara juga tidak jelas 
dalam membagi informasi tentang perusahaan itu. 
Audit BPK menemukan tidak ada upaya apapun dari BI untuk 
memaksa Chinkara memenuhi persyaratan administratif tersebut. Semua itu 
diabaikan dan izin merger tetap diberikan. Pada saat RDG berlangsung, 
Deputi Direktur Direktorat Hukum BI (pada saat itu) sudah menegaskan 
bahwa banyak transaksi Bank CIC yang bersifat penipuan. Dana yang dipakai 
Chinkara untuk mengakuisisi Pikko, Danpac dan CIC juga tidak bisa dijamin 
bebas dari unsur  money laundering. 
Setelah persetujuan merger tersebut keluar, merger CIC-
Pikko_Danpac tidak cepat terlaksana. Pada Maret 2004, pihak manajemen 
Bank CIC pada waktu itu beralasan bahwa merger terhambat oleh masalah 
legal audit, sehingga mereka belum menyampaikan proposal kepada BI. 
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kebusukan di bank-bank calon peserta merger, terutama Bank CIC. Pemeriksa 
BI menemukan sejumlah transaksi yang diindikasikan mengandung unsur 
manipulative di Bank CIC, yang diduga melibatkan pihak terkait (Chinkara). 
Pada 29 Mei 2002, digelarlah rapat di BI yang membahas temuan tim 
pemeriksa BI tersebut. Tim pemeriksa BI menemukan surat-surat berharga 
(SSB) fiktif. 
Dari rapat tersebut, dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan tim BI dapat 
dijadikan dasar menunda proses merger. Namun, pada 21 Juni 2002, 
Direktorat Pengawas Bank I mengirim memorandum yang isinya tentang 
permohonan akuisisi Danpac dan Pikko oleh Chinkara dalam rangka merger 
dapat dipertimbangkan untuk disetujui, namun dengan syarat: Pikko, Danpac 
dan CIC dimerger secara bertahap. 
Pada 5 Juli 2002, Rafat Ali sebgaai calon pemegang saham pengendali 
menjalani fit and proper test. Pihak pewawancara BI telah mengantongi 
informasi tentang penyimpangan pada Bank CIC yang melibatkan Chinkara 
yang dimiliki oleh Rafat Ali. Dan Rafat Ali dinyatakan lulus  dengan nilai 3,6 
meski hasil pemeriksaan BI tahun 2001 mengindikasikan keterlibatan 
Chinkara dalam penyimpangan di Bank CIC. Pada hari itu juga, Deputi 
Gubernur BI (pada saat itu) juga menerbitkan surat izin akuisisi Chinkara 
terhadap Danpac dan Pikko. Penerbitan surat izin akuisisi itu dilakukan saat 
Rafat Ali sedang menjalani fit and proper test. 
Ada beberapa persyaratan yang menyertai surat izin tersebut. Salah 
satunya, Chinkara harus segera mengajukan permohonan izin merger Pikko 
dan danpac kepada BI. Bila dari hasil pemeriksaan terhadap CIC terbukti 
bahwa Chinkara melakukan pelanggaran atau dinyatakan tidak lulus fit and 
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bulan kemudian, Chinkara harus melepas kepemilikan sahamnya pada bank-
bank di Indonesia.  
Dari hasil audit, ditemukan perbedaan hasil penghitungan CAR antara 
BPK dan BI, yakni sebagai berikut: 
        Tabel 2. CAR CIC, PIKKO dan DANPAC versi BI dan BPK 
Bank 2001 2002 2003 
 BI BPK BI BPK BI BPK 
Bank Pikko 12,27 % -78,91 % 10,03 % -59,61 % 8,41 % -76,91 % 
Bank CIC -60,07 % -83,06 % 10,39 % -119,04 % 9,69 % -87,91 % 
Bank Danpac 40,39 % 30,60 % 36,34 % 29,20 % 25,74 % 25,50 % 
 
Sumber : Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Bank Indonesia 
  
Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, BPK juga mencatat bahwa 
merger atau akuisisi mensyaratkan kewajiban laporan keuangan selama tiga 
tahun terakhir dan rekomendasi dari otoritas setempat bagi Chinkara sebagai 
calon PSP. Maksud dari persyaratan tersebut adalah untuk memastikan 
kemampuan keuangan dan reputasi PSP, terutama dalam pemenuhan 
kebutuhan modal. 
Chinkara tidak dapat memberikan laporan keuangannya selama tiga 
tahun berturut-turut, tapi hanya dua tahun, karena Chinkara baru dibentuk 
pada tahun 1999. BI juga menyatakan, berdasarkan filosofi dasar mengenai 
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terhadap neraca posisi terakhir guna memperoleh keyakinan terhadap 
kemampuan dan kinerja calon PSP. Jadi, kendati dari segi administratif hanya 
neraca dua tahun terakhir yang disampaikan, berdasarkan analisis yang 
dilakukan BI, kinerja keuangan Chinkara dinilai cukup baik. 
Terkait persyaratan adanya rekomendasi dari instansi berwenang di 
Negara asal, yang tidak bisa dipenuhi oleh Chinkara, menurut BI, hal itu 
sudah digantikan oleh certificate of good standing dari Commonwealth of the 
Bahamas International Business Companies (tempat perusahaan didirikan). 
Data itu juga didukung dengan pendapat hukum tentang keseriusan dana 
itikad baik dari investor, yang dibuktikan dengan penyetoran dana sebesar 
US$ 12 juta untuk Bank Pikko pada 27 November 2001 (yang menyetujui 
untuk tidak menerapkan persyaratan administratif terhadap proses ini), 
dimaksudkan agar akuisisi dan merger sebagai upaya penyelamatan Bank CIC 
dan Bank Pikko dapat segera terlaksana. 
Dalam berbagai kesempatan, BI menyatakan tujuan BI menjalankan 
fungsi pengawasan bank adalah untuk mewujudkan sistem perbankan yang 
sehat agar dapat berperan sebagai sarana transmisi kebijakan dalam menjaga 
kestabilan harga. Dalam kaitan ini, apabila bank mengalami kesulitan yang 
membahayakan kelangsungan usahanya, sesuai dengan pasal 37 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan 
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, BI mengambil langkah-langkah 
penyelamatan yang antara lain melalui penambahan modal, merger dan 
menjual bank kepada pihak lain (akuisisi). 
Jadi, menurut BI, akuisisi Bank Pikko dan Bank Danpac, yang diikuti 
dengan merger kedua bank tersebut ke dalam Bank CIC, harus dilihat sebagai 
suatu upaya penyelamatan. BI menyatakan, penutupan bank merupakan 
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tidak berhasil. BI juga menyatakan manfaat dari dilakukannya merger atas 
ketiga bank tersebut, selain dalam rangka penyehatan bank, juga untuk 
memastikan status Chinkara sebagai pemegang saham bank yang bertanggung 
jawab untuk menambah setoran modal guna memenuhi CAR. 
Namun, mengapa BI mengizinkan Chinkara menjadi PSP dari Bank 
CIC dan Bank Pikko? Bukankah terdapat indikasi perbuatan melawan hukum 
yang melibatkan Chinkara? Rupanya, saat RDG tahun 2001 berlangsung dan 
persetujuan akuisisi muncul pada 5 Juli 2002, indikasi perbuatan melawan 
hukum yang melibatkan Chinkara belum bersifat final. Pemeriksaan khusus 
terkait fit and proper test Juni 2001 juga baru dapat diselesaikan pada Januari 
2003, mengingat, pemeriksa memerlukan waktu untuk memperoleh data dan 
melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak yang dinilai. 
Hasil pemeriksaan fit and proper test tersebut telah ditindaklanjuti 
dengan hasil penilaian sementara “tidak lulus (TL)”. Tapi tahap proses 
penilaian selanjutnya ditunda dengan pertimbangan agar yang bersangkutan 
memenuhi komitmen menambah modal setoran terlebih dahulu. Dan 
selanjutnya, proses akuisisi yang dilanjutkan dengan merger tetap berlangsung 
sebagai upaya penyelamatan bank. 
Persoalannya, BI seolah menafikan bahwa setelah Juli 2002 masih 
banyak perilaku Chinkara dan tiga bank yang demerger yang bermasalah. 
Penempatan dana CIC pada SSB CLN-ROI, misalnya. SBB berupa CLN-ROI 
tersebut tidak ber-rating dan tidak diperdagangkan secara umum. SSB itu 
hampir selutuhnya dibeli oleh Chinkara, sehingga dikategorikan macet oleh 
pemeriksa BI sebesar US$ 127 juta. 
Dari jumlah tersebut, sebayak US$ 50 juta adalah SSB fiktif yang 
dibeli dalam rangka pemberian kredit kepada Chinkara. BPK juga 
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muka biaya renovasi gedung CIC ternyata fiktif dan pengeluaran-pengeluaran 
CIC kepada Chinkara Capital Singapore untuk jasa konsultan tidak disertai 
dokumen untuk mendukung pengeluaran. Nilai pengeluaran fiktif itu sekitar 
US$ 1,05 juta dan Rp 15,8 miliar. CIC juga harus melakukan pembayaran 
kewajiban GSM-102 dan mengalami penarikan dana pihak ketiga (DPK) 
dalam jumlah besar (sebelum terjadi merger) yang mengakibatkan bank 
mengalami kesulitan likuiditas. 
BPK juga menilai BI diduga menghindari penutupan CIC, yang pada 
Maret hingga Desember 2002 berada dalam special surveillance unit (SSU) 
atau unit pengawasan khusus. Penempatan CIC di SSU itu dilakukan karena 
CAR-nya minus 60,07 %. Hal tersebut adalah akibat dari penyimpangan dan 
pelanggaran terhadap pinsip kehati-hatian dalam penanaman dana yang 
merugikan bank dan membahayakan kelangsungan usaha bank. 
Permodalan CIC pada masa SSU juga tidak terungkap dengan baik 
karena tim pemeriksa BI justru ditarik di tengah penugasan. BPK menduga 
hal itu dilakukan untuk memuluskan proses merger. Sebab, apabila CAR CIC 
tetap tidak mencapai 8 % pada akhir masa SSU, maka sesuai dengan PBI 
Nomor 3/25 Tahun 2001 tentang Penetapan Status Bank dan Penyerahan 
Bank kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasioanl, Bank CIC harus ditutup. 
Setelah keluar dari SSU pada 2003, CIC masih memiliki resiko 
potensial yang dapat berpengaruh terhadap penurunan CAR. Resiko potensial 
ini terkait dengan portofolio surat berharga yang dimiliki bank yang pada 
waktu pembelian serta pencatatannya tidak memperhatikan prinsip kehati-
hatian. Terutama dalam pembelian credit link notes yang tidak ber-rating serta 
pembelian ROI-LOAN yang tidak sesuai dengan standar akuntansi karena 
dicatat 100 %. Padahal waktu dibeli nilainya hanya 62,67 %. Selain itu, US 
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Beberapa temuan Pansus Hak Angket Kasus Bank Century DPR 
mengenai penyimpangan Bank CIC sebelum merger dengan Bank Danpac dan 
Bank Pikko, dapat disimpulkan di antaranya adalah sebagai berikut56: 
1) Membukukan pendapatan tidak riil atas provisi sebesar 3,5 % senilai 
US$ 17.797.943,35. 
2) Biaya transaksi (fee) L/C GSM-102 senilai US$ 5.444.533,46 yang 
seharusnya dibukukan sebagai biaya, tetapi dibukukan sebagai aktiva. 
3) Indikasi keterlibatan Robert Tantular (mantan pemilik Bank CIC) 
dalam pengendalian bank. 
4) Bank melakukan praktek pemberian kredit dan transaksi fiktif yang 
merugikan bank senilai US$ 36,3 juta. 
5) Credit Linked Notes yang dimiliki dengan komposisi 42 % dari total 
SSB dan beresiko tinggi dengan klausul Credit Event dan memiliki 
nilai pasar hanya 50 % dari nominal. 
6) Transaksi Foreign Exchange yang merugikan/mengurangi keuntungan 
bank. 
7) Posisi Devisa Neto (PDN) yang melanggar ketentuan yang berlaku 
sebesar 342,65 %. 




56Bambang Soesatyo, Skandal Gila Bank Century: Mengungkap yang 
Tak Terungkap Skandal Keuangan Terbesar Pasca-Reformasi, UFUK Press, 
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9) Fasilitas penyediaan dana L/C GSM-102 sebesar US$ 33,34 juta dan 
penjaminan promes nasabah senilai US$ 30,34 juta tidak dicatat dalam 
pembukuan Bank CIC. 
10) Pada Januari 1999 membukukan pendapatan valas tidak riil sebesar Rp 
13,4 miliar dengan cara mendebit uang muka biaya renovasi gedung 
fiktif. 
11) Pembelian surat-surat berharga secara tidak sehat. 
12) Terdapat indikasi Bank CIC turut terkait dalam rencana 
penyelewengan Dana Penjaminan PL-416 B. 
13) Rekayasa pelanggaran Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) 
melalui pembelian CLN-ROI fiktif US$ 50 juta. 
14) Terdapat penyimpangan terhadap SK Direksi BI No. 32/51/KEP/DIR 
tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, 
Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum dalam pemberian izin kepada 
Chinkara untuk melakukan akuisisi, dengan tidak memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
a) Rancangan akusisi belum dipublikasikan dalam surat kabar karena 
proses setoran modal telah dilakukan terlebih dahulu oleh investor; 
b) Chinkara baru didirikan pada 8 Oktober 1999 sehingga tidak dapat 
menyampaikan laporankeuangan tiga tahun terakhir; 
c) Rekomendasi dari instansi berwenang di Negara asal tidak secara 
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d) Izin akuisisi tetap diberikan meski Chinkara tidak memenuhi 
komitmen.  
BI juga tidak menerapkan aturan dan persyaratan dalam pelaksanaan 
akuisisi dan merger sebaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BI 
Nomor 32/51 tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, 
Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum. Proses merger dan akuisisi tersebut 
juga melabrak Surat Keputusan Direksi BI Nomor 31/157/KEP/DIR tanggal 
12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif, dan Peraturan BI (PBI) 
Nomor 2/1/PBI/2000 tanggal 14 Januari 2000 tentang Penilaian Kemampuan 
dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sebagaimana telah diubah dengan PBI 
Nomor 5/25/PBI/2003 tanggal 10 November 2003. 
Berikut ini adalah temuan Pansus Hak Angket kasus Bank century 
DPR mengenai penyimpangan yang terjadi dalam proses merger, dapat 
disimpulkan sebagai berikut57: 
1) Upaya manipulasi agar dapat dilakukan merger walau kondisi Bank 
CIC masih mengalami permasalahan. 
2) Permintaan modal tambahan sebesar US$ 30 juta yang diminta BI 
tidak sesuai dengan komitmen karena tenyata tak dilakukan oleh 
Chinkara namun oleh Klaas Consultant. 
3) Modal tambahan tidak disetorkan oleh Chinkara dan penempatan dana 
sebesar US$ 30 juta tidak sesuai dengan peruntukkannya. 
4) Adanya manipulasi informasi dalam simulasi performa CAR. 
 
 
57Bambang Soesatyo, Skandal Gila Bank Century: Mengungkap yang 
Tak Terungkap Skandal Keuangan Terbesar Pasca-Reformasi, UFUK Press, 
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Setelah melalui berbagai proses tersebut di atas, maka terbentuklah 
Bank Century sebagai hasil merger tiga bank, yaitu Bank CIC, Bank Pikko 
dan Bank Danpac. Sebagai sebuah bank, Bank Century termasuk bank yang 
sering mengalami perubahan komposisi pemegang saham. Berikut ini adalah 
data-datanya: 
      Tabel 3. Pemegang Saham Bank Century 2004-2008 
Pemegang Saham/ 
Tahun Kepemilikan 
2004 2005 2006 2007 
31 Okt 
2008 
Chinkara Capital Ltd. 18,53 % - - - - 
Klaas Consultant Inc. 11,93 % - - - - 
Standar Chartered Bank 
Hongkong 8,05 % 6,96 % 6,53 % - - 
UOB Kay Hian Pte. Ltd. 5,41 % - - - - 
MS + CO Int Ltd. - 14,50 % 7,45 % - - 
First Gulf Asia Holding 
Ltd. 
- 13,03 % 11,50 % 11,23 % 9,55 % 
PT Antaboga Delta 
Sekuritas 
- 7,96 % 6,89 % 7,49 % 8,78 % 
Clearstream Banking  - - 5,56 % 11,32 % 11,15 % 
SCBHK A/C First 
Global Fund Ltd. 
- - 5,61 % - - 
PT Century Mega 
Investindo 
- - - 9,00 % 9,00 % 
PT Century Super 
Investindo 
- - - 5,64 % 5,64 % 
Masyarakat yang 
kepemilikannya kurang 
dari 5 % 
56,08 % 57,55 % 56,40 % 55,32 % 55,88 % 


















































- Laporan Keuangan Tahunan Bank Century sejak 2004 hingga 
2008 
- Lampiran 5 Surat Deputi Gubernur BI kepada Kepala Eksekutif 
LPS Nomor 10/12/DpG/DPBI/Rahasia tanggal 24 November 2008 
 
Pada 2005 terdapat perubahan pemegang saham pengendali (PSP) dari 
Chinkara milik Rafat Ali kepada First Gulf Asia Holding Ltd. Perubahan itu 
tidak menjadikan Bank Century semakin sehat, malah sebaliknya, makin 
kritis. Berdasarkan hasil pemeriksaan umum BPK, pada posisi pemeriksaan 
tanggal 28 Februari 2005 yang diterbitkan pada September 2005 
menunjukkan sejumlah permasalahan seperti58: 
1) Terdapat praktek yang melanggar ketentuan dan prinsip kehati-hatian 
yang merugikan bank, yakni penukaran surat-surat berharga (SSB) 
Medium Term Notes (MTN) senilai US$ 75 juta, ditambah dengan 
uang cash sebesar US$ 60 juta (total US$ 135 juta) yang ditukar 
dengan SSB lain yang nilai pasarnya hanya sebesar US$ 57,48 juta. 
2) SSB valas berkualitas rendah (non-rating, non-market price, private 
placement, berjangka panjang dan berbunga rendah) sebesar US$ 
203,4 juta dan kredit macet sebesar Rp 356.092.000,00. Atas SSB 




58Bambang Soesatyo, Skandal Gila Bank Century: Mengungkap yang 
Tak Terungkap Skandal Keuangan Terbesar Pasca-Reformasi, UFUK Press, 
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3) Nilai kualitas CAR Bank Century menurut pemeriksa BI adalah -
132,58 %. 
4) Terdapat pelanggaran batas minimum pemberian kredit (BMPK) atas 
SSB valas sebesar 115,44 % dan pelampauan BMPK atas kredit 
sebesar 3,77 %. 
5) Terdapat pelanggaran posisi devisi neto (PDN), baik PDN neraca 
maupun PDN keseluruhan denagn PDN masing-masing sebesar 
546,49 % dan 432,64 %. Di samping itu, bank juga tidak membuat 
laporan PDN tengah hari untuk PDN neraca ataupun PDN 
keseluruhan. 
6) Terdapat pengumpulan dana masyarakat melalui penjualan investasi 
dana tetap yang tidak terdaftar di pasar modal oleh PT Antaboga Delta 
Sekuritas. 
Hingga munculnya krisis ekonomi global pada 2008, kondisi 
keuangan Bank Century terus memburuk. Sebelum krisi tersebut, Bank 
Century telah mengalami perubahan susunan pengurus berkali-kali, yakni 
sebagai berikut: 
Tabel 4. Pengurus Bank Century 2004-Masa Bailout 
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Prakasa · Anwary 
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Sumber: Laporan Keuangan Bank Century 2004-2008 
 
Terkait dengan jumlah tahapan dan nominal bailout yang 
dikucurkan LPS untuk Bank Century, adalah sebagai berikut: 
       Tabel 5. Tahapan dan Nominal Bailout dari LPS ke Bank Century 
Tahap Nilai 
Setoran Penyertaan Modal Sementara (PMS) 




No Tanggal Nilai Keterangan 
Dasar Penetapan: Keputusan Dewan Komisioner 
(KDK) LPS No. KEP.18/DK/XI/2008 tanggal 23 
November 2008 tentang Penetapan Biaya Penanganan 
PT Bank Century, Tbk. 
Tujuan PMS: untuk memenuhi CAR 10 % 
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2 25-Nov-08 Rp 588.314.000,00 Tunai 
3 26-Nov-08 Rp 475.000.000,00 Tunai 
4 27-Nov-08 Rp 100.000.000,00 Tunai 
5 28-Nov-08 Rp 250.000.000,00 Tunai 




Dasar Penetapan: KDK LPS No. 
KEP.021/DK/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 
tentang Penetapan Tambahan Biaya Penanganan PT 
Bank Century, Tbk. 
Tujuan PMS: untuk memenuhi kebutuhan likuiditas 
dar tanggal 9-31 Desember 2008. 
Penyetoran dilakukan 13 kali 
1 9-Des-08 Rp 250.000.000,00      Tunai 
2 10-Des-08 Rp 200.000.000,00      Tunai 
3 11-Des-08 Rp 200.000.000,00      Tunai 
4 15-Des-08 Rp 175.000.000,00 Tunai 
5 16-Des-08 Rp 100.000.000,00 Tunai 
6 17-Des-08 Rp 100.000.000,00 Tunai 
7 18-Des-08 Rp 75.000.000,00 Tunai 
8 19-Des-08 Rp 125.000.000,00 Tunai 
9 22-Des-08 Rp 150.000.000,00 Tunai 
10 23-Des-08 Rp 30.000.000,00 Tunai 
11 23-Des-08 Rp 445.250.400,00 Tunai 
12 24-Des-08 Rp 80.000.000,00 Tunai 




Dasar Penetapan: KDK LPS No. KEP.001/DK/II/2009 
tanggal 3 Februari 2009 tentang Penetapan Tambahan 
Kedua Biaya Penanganan PT Bank Century, Tbk. 
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Penyetoran dilakukan 3 kali 
1 4-Feb-09 Rp 820.000.000,00 SUN 
2 24-Feb-09 Rp 150.000.000,00 Tunai 




Dasar Penetapan: KDK LPS No. 
KEP.019/KDK/DK/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 
tentang Penetapan Tambahan Ketiga Biaya 
Penanganan PT Bank Century, Tbk. 
Tujuan PMS: untuk memenuhi CAR 8 %. 
Penyetoran dilakukan 1 kali 1 24-Juli-09 Rp 630.221.000,00 Tunai 
Total Rp 6.762.361.000,00  
Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan 
 
2. Potensi Kriminalisasi Kebijakan Publik dalam Pengambilan Kebijakan 
Bailout Bank Century 
Beragam pengertian mengenai kebijakan publik tidak dapat 
dihindarkan, karena kata “kebijakan“ (policy) merupakan penjelasan ringkas 
yang berupaya menerangkan berbagai kegiatan mulai dari perbuatan 
keputusan-keputusan, penerapan dan evaluasinya. Telah banyak upaya untuk 
mendefinisikan kebijakan publik secara tegas dan jelas, namun pengertiannya 
tetap saja menyentuh wilayah-wilayah yang seringkali tupang-tindih, ambigu 
dan luas. Beberapa kalangan mendefinisikan kebijakan publik hanya sebatas 
dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan dan 
peraturan pemerintah. Sebagian lagi, mengartikan kebijakan publik sebagai 














































commit to user 
83 
 
sebagai garis besar peerintah dalam melakukan pembangunan, salah satunya 
adalah kebijakan bailout Bank Century ini59. 
Kriminalisasi (bahasa Inggris: criminalization) dalam ilmu 
kriminologi, adalah sebuah proses saat terdapat sebuah perubahan perilaku 
individu-individu yang cenderung untuk menjadi pelaku kejahatan dan 
menjadi penjahat60. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
kriminalisasi berarti proses yg memperlihatkan perilaku yg semula tidak 
dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai 
peristiwa pidana oleh masyarakat. 
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, pada awalnya sebuah 
kebijakan bailout diambil untuk tujuan tertentu, yakni sebagai upaya 
penyelamatan Bank Century yang dianggap gagal dan berpeluang berdampak 
sistemik. Kebijakan yang berupa tindakan penyelamatan tersebut tentunya 
bukan merupakan suatu tindak pidana, sejauh tidak terdapat unsur-unsur 
tindak pidana di dalam proses pengambilan kebijakan bailout tersebut. 
Akan tetapi, berdasarkan data-data terkait bailout Bank Century yang 
telah Penulis sampaikan sebelumnya, termasuk beberapa temuan Pansus Bank 
Century DPR, terdapat gejala-gejala yang mengindikasikan adanya beberapa 
penyimpangan, mulai dari awal hingga akhir proses. 
Terkait mengenai dapat dipidanakan atau tidaknya sebuah kebijakan 
publik, Ketua MK Mahfud MD berpendapat bahwa bila seorang pejabat 
publik, misalnya menteri, membuat keputusan yang ternyata adalah sebuah 
kesalahan, dia tidak dapat dikenai hukuman pidana karena keputusannya itu. 
Pengambil kebijakan tidak dapat dijatuhi hukuman atas keputusan yang 
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diambil berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Secara prinsip, kesalahan 
dalam pengambilan kebijakan (mal-kebijakan) tidak dapat dipidana61. 
Contohnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M 
Hamzah dan Bibit Samad Rianto beberapa waktu lalu dituduh 
menyalahgunakan wewenang dengan menerapkan atau mencabut status 
pencekalan terhadap tersangka koruptor. Berhubung keputusan tersebut murni 
kebijakan dan tidak ada keuntungan material dan nonmaterial yang diperoleh 
keduanya, Chandra dan Bibit tidak bisa dipidana karena penyalahgunaan 
wewenang.  
Namun demikian, menurut Mahfud MD, ada pengecualian terhadap 
beberapa kebijakan sehingga pengambil kebijakan dapat dikenai sanksi 
pidana, di antaranya kebijakan pejabat yang bermotifkan melakukan kejahatan 
internasional atau pelangggaran hak asasi manusia berat. Hal itu sejalan 
dengan doktrin hukum internasional yang sudah diadopsi sejumlah negara, 
dimana kebijakan yang bertujuan melakukan kejahatan internasional telah 
dikriminalkan. Selain itu, kesalahan dalam mengambil kebijakan yang secara 
tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya, ketentuan 
yang terdapat dalam Pasal 165 Undang-undang Pertambangan Mineral dan 
Batu Bara. Ketentuan tersebut memungkinkan pejabat yang mengeluarkan 
izin di bidang pertambangan dikenakan sanksi pidana. 
Kebijakan lain yang juga dapat dikenai sanksi pidana adalah yang 
bersifat koruptif atau bermotifkan kejahatan. Dalam hal ini, yang dianggap 


















































commit to user 
85 
 
kebijakan ketika membuat keputusan. Jika tidak dijumpai indikasi ke arah itu, 
jangan dipaksa untuk dikenakan sanksi pidana62. 
Untuk dapat mengatakan bahwa terdapat unsur koruptif dan 
manipulatif dalam pengambilan kebijakan bailout Bank Century, tentunya 
harus didasarkan pada bukti-bukti atau data, termasuk data mengenai 
penggunaan dana bailout oleh Bank Century. Setelah mendapatkan dana PMS 
dari LPS, Bank Century mulai dikemudikan oleh manajemen baru. PMS itu 
masing-masing dalam bentuk tunai sebesar Rp 6.557,18 miliar, Surat 
Perbendaharaan Negara (SPN) dan Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 
1.245,07 miliar. BPK mencatat dana PMS itu dipakai untuk pelbagai 
keperluan seperti yang tercatat dalam tabel di bawah ini: 
     Tabel 6. Penggunaan Dana PMS oleh Bank Century 
NO. URAIAN Rp (MILIAR) 
1 Mengisi Rekening GWM di Bank Indonesia 281,03 
2 Pinjaman Antarbank 303,09 
3 Dana Pihak Ketiga 4.018,79 
4 Pokok dan Bunga FPJP 692,90 
5 Biaya RTGS 0,43 
6 Transaksi Valuta Asing 32,99 
7 Pembelian SBI 528,25 
8 Penempatan pada Fasilitas Bank Indonesia 545,49 
9 Penempatan pada Fine Tune Expansion 154,21 
                                                                 TOTAL 6.557,18 
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Terlihat dari tabel tersebut di atas bahwa 60 % atau sekitar Rp 4,01 
triliun dari total suntikan modal kepada Bank Century digunakan untuk 
membayar deposan. Kepala Eksekutif LPS dalam Rapat Kerja Komisi XI 
dengan pemerintah, mengaku bahwa LPS karena sebagian deposan-deposan 
besar yang telah jatuh tempo tidak lagi bertahan di bank tersebut. Siapa 
deposan-deposan itu? Luar biasa ternyata. Bank sekecil Bank Century 
nyatanya mampu menarik minat sejumlah BUMN untuk menempatkan 
dananya mencapai Rp 555 miliar63. Berikut adalah tabel data nasabah Bank 
Century per 21 November 2008: 
 












BUMN 93 15 555 25,7 
Perusahaan 
Asuransi 
14 4 23,5 - 
BPR 13 11 2 2 
Perusahaan 
Swasta 
2.689 1.959 1.800 362,7 
Individu 60.347 41.822 6.500 4.200 
Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan 
Beberapa BUMN yang diketahui menempatkan dananya di Bank 
Century adalah BUMN kakap seperti PT Jamsostek dan PT Telkom. Lalu, ada 
pula BUMN lain seperti PT Wijaya Karya dan PT Asabri. Di luar itu, masih 
ada penempatan dari PLN Disjaya dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan BI 
yang mencapai Rp 20 miliar. Sebelumnya, BUMN yang ditengarai 
63Bambang Soesatyo, Skandal Gila Bank Century: Mengungkap yang 
Tak Terungkap Skandal Keuangan Terbesar Pasca-Reformasi, UFUK Press, 
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menyimpan dananya di Bank Century, namun sudah ditarik ketika terjadi 
bailout, adalah PT Timah, PT Aneka Tambang dan PTPN VI Jambi. 
Lalu ke mana dana bailout yang mengucur ke Bank Century tersebut 
mengalir? Sayangnya, audit tentang aliran dana ini sangat terbatas. BPK tidak 
berhasil membuat audit forensik atas aliran dana Bank Century hingga akhir 
masa kerja Pansus. PPATK juga tidak banyak membantu. Aliran uang Negara 
yang dipakai untuk bailout tersebut masih harus ditelusuri lagi. Mengenai 
adanya kemungkinan kriminalisasi dalam kebijakan bailout tersebut, tentunya 
akan muncul pertanyaan apakah kebijakan publik dapat dipidanakan atau 
tidak. Penulis akan menguraikannya seara lebih detail dalam bab berikutnya. 
B. PEMBAHASAN 
1. Ada-Tidaknya Tindak Pidana di Bidang Perbankan terkait Kebijakan 
Bailout Bank Century 
Di saat terjadi krisis keuangan global, pemerintah Indonesia merilis 
satu paket peraturan pengganti undang-undang (Perpu) sebagai antisipasi 
terhadap ancaman krisis. Ada tiga perpu yang dikeluarkan pada Oktober 2008, 
yakni Perpu Nomor 2 Tahun 2008 yang mengubah Undang-undang tenatang 
Bank Indonesia, Perpu Nomor 3 Tahun 2008 yang mengubah Undang-undang 
Tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Perpu Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. 
Perpu Nomor 2 Tahun 2008 dan Perpu Nomor 3 Tahun 2008 akhirnya 
disahkan dalam Sidang Paripurna DPR tanggal 18 Desember 2008. Dengan 
begitu, BI diperbolehkan membantu likuiditas atas jaminan agunan 
berkualitas dan LPS, dan meningkatkan nlai jaminan simpanan nasabah bank 
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tentang JPSK ditolak oleh DPR meski tidak dalam bahasa yang tegas. DPR 
meminta pemerintah untuk menyempurnakannya melalui RUU JPSK. 
Di dalam ketentuan Perpu Nomor 4 Tahun 2008, JPSK merupakan 
mekanisme pengamanan sistem keuangan dari ancaman krisis, yang 
mencakup pencegahan dan penanganan krisis. Jarring pengaman ini bertujuan 
menciptakan dan menjaga stabilitas keuangan melalui: 
1) Pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan dan sistem 
pembayaran; 
2) Penyediaan fasilitas pembiayaan jangka pendek; 
3) Progam penjaminan simpanan; serta 
4) Pencegahan dan penanganan krisis. 
Tindakan JPSK bisa meliputi penanganan kesulitan likuiditas dan/atau 
masalah solvabilitas bank (atau lembaga keuangan bukan bank) yang 
berdampak sistemik. Instrument yang dipakai JPSK meliputi fasilitas 
pembiayaan darurat dan penambahan modal melalui penyertaan modal 
sementara, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat ancaman. Sumber 
pendanaan untuk pencegahan dan penanganan krisis, berdasarkan ketentuan 
Pasal 27 Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK,  berasal dari APBN 
melalui penerbitan (Surat Berharga Negara) SBN atau tunai. 
Perpu JPSK tersebut, sebelumnya, bebas dari intervensi DPR selama 
tiga bulan sejak diterbitkan. Setelah itu, pemerintah perlu mengajukannya ke 
DPR. Lalu, DPR akan memutuskan menerima atau menolak perpu tersebut. 
Dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan pemerintah (yang diwakili oleh 
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Hukum dan HAM Andi 
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Fraksi Partai Demokrat dan Franksi Partai Keadilan yang dengan jelas 
mendukung penerbitan perpu tersebut. Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI 
Perjuangan, Fraksi Partai Amanat Nasional serta Fraksi Partai Kebangkitan 
Bangsa dengan jelas menolak penerbitan perpu tersebut. Fraksi-fraksi yang 
menolak perpu tersebut berpendapat bahwa perpu yang dirancang menjadi UU 
itu membuat wewenanga Menteri Keuangan menjadi amat besar, bahkan 
dinilai melampaui wewenang presiden. Perpu tersebut menegaskan bahwa 
adanya lembaga Komite Stabilisasi Sistem Keuangan (KSSK), dimana 
ketuanya adalah Menteri Keuangan dan anggotanya adalah Gubernur BI. 
Menurut ekonom Rizal Ramli, dalam keterangannya terhadap Pansus 
Hak Angket Kasus Bank Century DPR, menyatakan bahwa komposisi KSSK 
itu aneh. Menurutnya, KSSK yang hanya berangotakan dua orang itu terlalu 
sedikit dan berjumlah genap sehingga sulit membayankan jika ada perbedaan 
pendapat di dalamnya. Adanya KSSK, juga membuat Gubernur BI tidak lagi 
independen, sebagaimana amanat konstitusi. Apalagi, di dalam perpu itu 
ditegaskan bahwa Menteri Keuangan dan Gubernur BI tidak dapat dituntut di 
muka hukum bila kebijakannya mengatasnamakan KSSK. 
Ekonom Imam Sugema menilai sikap Sri Mulyani yang begitu 
keukeuh dengan Perpu JPSK sangatlah mengherankan. Sebab, saat ini sudah 
tersedia sejumlah peraturan yang bisa dimanfaatkan sebagai protocol untuk 
menangani masalah keuangan. UU Bank Indonesia sudah memberikan 
kewenangnan kepada BI untuk menentukan likuiditas bagi kalangan 
perbankan. Lantas, jika bank perlu penyertaan modal tambahan atau perlu 
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Sebelum ditolak DPR, Perpu Nomor 44 Tahun 2008 tentang JPSK 
menjadi landasan hukum bagi keputusan KSSK dalam mem-bailout Bank 
Century. Uniknya, pemerintah menyatakan perpu tersebut masih berlaku  
hingga Rapat Paripurna DPR pada 29 September 2009, ketika paripurna 
menyatakan menolak RUU JPSK. Setelah itu, muncul surat presiden kepada 
DPR tanggal 11 Desember 2009 tentang Pencabutan Perpu Nomor 4 Tahun 
2008 tentang JPSK. Alasan pemerintah, Surat Ketua DPR pada 24 Desember 
2008 kepada Presiden RI tentang Keputusan Sidang Paripurna DPR 18 
Desember hanya meminta pengajuan RUU JPSK sebelum 19 Januari 2009. 
Tidak ada pernyataan apakah Perpu JPSK disetujui atau tidak menjadi UU65. 
Menurut konstitusi, presiden diberi hak menerbitkan perpu apabila 
terdapat hal ihwal kegentingan yang memaksa. Bila disetujui, perpu itu 
langsung menjadi UU. Presiden kemudian mengajukan RUU JPSK. Pasal 31 
RUU JPSK yang diajukan pemerintah mengusulkan bahwa Perpu Nomor 4 
Tahun 2008 baru dinyatakan dicabut apabila RUU sudah disetujui menjadi 
UU. Dalam hal ini, pemerintah secara sepihak menganggap perpu itu belum 
ditolak DPR dan masih terus berlaku. Padahal, ketika tidak disetujui DPR, 
dasar hukum perpu hilang. 
Hal ini juga terkait dasar hukum KSSK tentang penanganan bank 
gagal berdampak sistemik. DPR, melalui Sidang Paripurna 29 September 
2009, sudah berpendapat bahwa semua kebijakan KSSK terkait penyelamatan 
Bank Century menjadi tidak sah karena Sidang Paripurna 18 Desember 2008 
tidak memberi persetujuan atas Perpu JPSK. Sebagian pendapat menyatakan 
bahwa keputusan atas Bank Century (yang dilakukan pada 21 November 
2008) sah karena keputusan itu diberlakukan pada periode 15 Oktober-18 
65Bambang Soesatyo, Skandal Gila Bank Century: Mengungkap yang 
Tak Terungkap Skandal Keuangan Terbesar Pasca-Reformasi, UFUK Press, 
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Desember 2008, ketika perpu tersebut masih berlaku. Setelah itu, kebijakan 
bailout pasca 18 Desember 2008 tidak memiliki dasar hukum (illegal). BPK 
juga berpendapat demikian. 
Bagaimanapun, konstitusi menyatakan bahwa peraturan pemerintah itu 
harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Lalu, jika 
tidak mendapat persetujuan, peraturan pemerintah itu harus dicabut. Dengan 
begitu, meski surat Ketua DPR tidak menuliskan adanya penolakan, toh Perpu 
JPSK juga tidak mendapat persetujuan. Artinya, perpu tersebut sudah tidak 
berlaku sejak 18 Desember 2008.  
Terkait kebijakan bailout, sejak 14-18 November 2008 Bank century 
sudah mendapat bailout dari BI berupa Fasilitas Pembiayaan Jangka Panjang 
(FPJP) senilai Rp 689 miliar. Sebelumnya, sejak 6 November 2008, Bank 
Century ditetapkan sebagai bank “dalam pengawasan khusus”. Itu artinya, BI 
sudah menempatkan pengawasnya di Bank Century, sehingga BI mempunyai 
akses untuk memperoleh data mutakhir dari bank tersebut. Sesuai dengan 
ketentuan, bank “dalam pengawasan khusus” dilarang melakukan transaksi 
dengan pihak terkait dan /atau pihak-pihak lain yang ditetapkan BI, kecuali 
telah memperoleh persetujuan BI. 
Berdasarkan PBI Nomor 7/38/PBI/2005, pemegang saham bank 
“dalam pengawasan khusus” diberi waktu enam bulan (dapat diperpanjang 
selama tiga bulan) untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada. 
Apabila tidak bisa, bank tersebut akan ditetapkan sebagai bank gagal. Tapi, 
bagi Bank Century, hanya perlu waktu dua minggu untuk ditetapkan sebagai 
bank gagal (sejak diberi status “dalam pengawasan khusus”. Berdasarkan 
Rapat Dewan Gubernur (RDG) tanggal 20 November 2008, BI menetapkan 
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Penetapan Bank Century sebagai bank gagal didasarkan pada 
pertimbangan tingkat kecukupan modalnya yang pada 31 Oktober 2008 sudah 
-3,53 %. CAR tersebut dianggap tidak dapat ditingkatkan menjadi 8 % 
sehingga bank tersebut dinilai insolvent. Pemegang saham juga tidak dapat 
melaksanakan komitmennya untuk menambah modal. Bahkan, usaha 
mengundang masuknya investor baru juga tidak membawa hasil. 
Selain itu, berdasarkan laporan investigasi BPK, kondisi likuiditas 
Bank Century juga sudah parah. Giro Wajib Minimum (GWM) tanggal 19 
November 2008 masih positif sebesar Rp 134 miliar (1,85 %), namun terdapat 
kewajiban real time gross settlement (RTGS) dan kliring yang belum 
diselesaikan sebesar Rp 401 miliar, sehingga GMW kurang dan 0 %. Di 
samping itu, ada kewajiban yang akan jatuh tempo pada 20 November 2008 
sebesar Rp 458 miliar.  
Terkait indikator berdampak sistemik atau tidaknya suatu bank, tidak 
ada ukuran yang jelas mengenai hal tersebut. Hingga akhirnya muncul 
keterangan dari Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan. Dalam RDG 
tersebut, dijelaskan menganai analisis dampak sistemik dengan menggunakan 
empat aspek berdasarkan Memorandum of Understading (MoU) on 
Cooperation Between The Financial Supervisory Authorities, Central Banks 
and Financial Ministries of The European Union: On Cross-Border Financial 
Stability tanggal 1 Juli 2008. Keempat aspek tersebut antara lain: 
1) Dampak kegagalan bank terhadap institusi keuangan; 
2) Dampak kegagalan bank terhadap pasar keuangan; 
3) Dampak kegagalan bank terhadap infrastruktur keuangan; 
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BI kemudian menambahkan lagi satu aspek penilaian dampak 
sistemik, yakni psikologi pasar. Aspek tersebut ditambahakan dengan asumsi 
bahwa kegagalan sebuah bank bisa memicu sentiment negarif dan 
mempengaruhi ketidakpastian atau gangguan di pasar keuangan dan sistem 
pembayaran. Hinga didapatkanlah analisis sebagai berikut: 
      Tabel 8. Hasil Analisis Dampak Sistemik Bank Century versi BPK 
Kriteria Pertanyaan PT Bank Century, Tbk. 
Fungsi 
Apakah fungsi bank 
sangat penting dalam 
indutri? 
Tidak. 
DPK Bank/DPK Industri: 0,68 %; 
Kredit Bank/Kredit Industri: 0,42 % 
Hubungan dengan 
nasabah 
Apakah peranan bank 
dalam melayani 
nasabah? 
Dari sisi kredit, mayoritas diberikan 
untuk modal kerja (76,58 %), serta 
untuk membiayai sector industry 
pengolahan (21,79 %), perdagangan, 
restoran dan hotel (28,47 %). Tapi 
dilihat dari pangsa kreditnya 
terhadap industry (0,42 %), 
perannya relative kecil. Dari segi 
penghimpunan dana, sebagian besar 
dihimpun dalam bentuk deposito 
(84,82 %). 
Size/ukuran bank Bagaimana ukuran 
bank dibandingkan 
industry? 
Kecil (tidak signifikan). 
Asset bank/asset industry: 0,72 %; 
DPK bank/DPK industry: 0,68 %; 
Kredit bank/kredit industry: 0,42 %. 
Substitu-lability Apakah fungsi bank 
dapat digantikan oleh 
bank lain? 
Iya. Terdapat banyak bank sejenis 
dalam industry perbankan. 
Keterkaitan Bagaimana kaitan 
antara bank dengan 
bank lain dalam 
industry perbankan/ 
Relatif signifikan. 
Transaksi antarbank aktiva/total 
asset: 24,28 %; 
Transaksi antarbank pasiva/total 
kewajiban: 19,34 %. 
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Berdasarkan analisis tersebut, RDG menetapkan bahwa Bank Century 
adalah “bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik”. Keputusan tersebut 
kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Ketua KSSK 
melalaui Surat Nomor 10/232/GBI/Rahasia tanggal 20 November 2008 
tentang Penetapan Status Bank Gagal PT Bank Century, Tbk dan Penetapan 
Tindak Lanjutnya. 
Atas keputusan tersebut, BPK secara tegas menyatakan bahwa proses 
pengambilan keputusan KSSK yang menetapkan Bank Century sebagai bank 
gagal berdampak sistemik tidak dilakukan berdasarkan data kondisi bank 
yang lengkap dan mutakhir, serta tidak berdasarkan criteria yang terukur. 
Hasil analisis BPK terhadap proses assessment dampak sistemik oleh BI 
menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi dalam penerapan MoU Uni Eropa, 
yaitu terdapat penambahan satu aspek berupa aspek psikologi pasar dalam 
pembuatan analisis dampak sistemik Bank Century oleh BI.   
BPK juga berkesimpulan ada yang illegal pada pemberian bailout 
tersebut. Menurut BPK, pada saat penyerahan Bank Century dari Komite 
Koordinasi (KK) kepada LPS pada 21 November 2008, kelembagaan KK 
yang beranggotakan Menteri Keuangan, (Lembaga Pengawas Perbankan) 
LPP, BI dan LPS, belum pernah dibentuk berdasarkan undang-undang, 
sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (2) Undang-
undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, yang berbunyi sebagai berikut: 
“Komite Koordinasi adalah komite yang akan dibentuk berdasarkan Undang- 
Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia”. 
Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK juga tidak mengatur 
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Perpu tersebut juga tidak mengatur hubungan kerja antara KK dan KSSK. Hal 
ini menjadi terkesan amburadul dan menimbulkan kesangsian terhadap 
legalitas kebijakan bailout itu sendiri. 
Pada Tabel 5. tentang Tahapan dan Nominal Bailout dari LPS ke Bank 
Century tersebut di atas menunjukkan bahwa bailout untuk Bank Century 
lebih banyak dilakukan dalam bentuk tunai. Dari dana bailout senilai Rp 
6.762.361.000,00 berupa PMS dari LPS, diketahui bahwa sebesar Rp 5,2 
triliun berbentuk hard cash. Pemberian bailout semacam itu dirasa sangat 
ganjil dikarenakan bailout dengan cara itu akan membuat Bank Century 
memiliki uang tunai yang teramat banyak. Bahkan bank sekelas Bank Mandiri 
pun tidak mungkin memiliki uang tunai hingga mencapai 5 triliun rupiah. 
Kelebihan di atas kebutuhan operasional pasti disetorkan ke BI. 
Berdasarkan tabel di atas, penyaluran dana PMS ke Bank Century 
setelah tanggal 18 Desember 2008 (sebesar Rp 2,886 triliun) adalah tidak sah 
alias illegal. Dana PMS yang dianggap legal adalah sebagian dana yang 
dikucurkan pada tahap kedua (yang dikucurkan pada 19-30 Desember 2008), 
pengucuran tahap ketiga dan tahap keempat. Dikarenakan, setelah tanggal 18 
Desember 2008, Perpu JPSK yang memayungi bailout Bank Century sudah 
tidak berlaku lagi, menyusul ditolaknya perpu tersebut oleh DPR. 
PMS tahap kedua sebesar Rp2,201 triliun diberikan sesuai dengan 
permintaan pihak manajemen Bank Century untuk penguatan likuiditas. 
Padahal, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PLPS No.5/PLPS/2006, 
ditetapkan bahwa bailout hanya diberikan untuk menambah modal setor bank, 
bukan dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas.  
Lalu untuk memenuhi permintaan manajemen Bank Century tersebut, 
maka LPS mengubah ketentuan Pasal 6 PLPS No.5/PLPS/2006 menjadi PLPS 
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menambahkan ketentuan bahwa biaya penanganan bank gagal sistemik tidak 
hanya untuk memenuhi kebutuhan CAR, tetapi juga untuk memenuhi 
kebutuhan likuiditas, sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan tingkat 
kesehatan bank yang ditetapkan oleh BI. 
Dengan perubahan PLPS tersebut, pada tanggal yang sama, LPS 
memutuskan untuk menambah biaya penanganan Bank Century untuk 
memenuhi likuiditas sebesar Rp 2,201 triliun. Menurut BPK, patut diduga 
bahwa perubahan PLPS merupakan rekayasa yang dilakukan agar Bank 
Century mendapat tambahan PMS, tidak hanya untuk memenuhi CAR, tetapi 
juga untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.  
Kontroversi paling kencang dalam proses bailout Bank Century, selain 
menyangkut proses kebijakannya, tentu juga menyangkut aliran dana bailout 
itu sendiri. Sayangnya, audit tentang aliran dana ini sangat terbatas. BPK tidak 
berhasil membuat audit forensic atas aliran dana Bank Century hingga akhir 
masa kerja Pansus. 
Berdasarkan data dan fakta terkait serangkaian proses dikucurkannya 
bailout Bank Century tersebut di atas, menurut hemal Penulis, terdapat 
dugaan adanya kejanggalan-kejanggalan berupa pelanggaran atau tindak 
pidana di bidang perbankan terkait kebijakan bailout, yakni sebagai berikut: 
1) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan bank oleh Bank 
Indonesia (Pasal 48 Undang-undang Perbankan) 
Pasal 48 ayat (1): 
“Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan 
sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi untuk 
kepentingan pengawasan dan pemeriksaan bank termasuk 
menyampaikan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta 
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kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta 
denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)“ 
  Unsur-unsur pada tindak pidana pasal ini: 
a) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank 
Dalam hal ini, Rafat Ali selaku pemegang saham Chinkara, 
juga menjadi pemegang saham pengendali Bank CIC (peserta 
merger Bank Century), beserta jajaran Komisaris dan Direksinya. 
b) Dengan sengaja 
Dalam hal ini, subyek hukum mengetahui mengenai aturan 
dalam SK Dir BI No.32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank 
Umum. 
c) Tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi untuk 
kepentingan pengawasan dan pemeriksaan bank termasuk 
menyampaikan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta 
laporan berkala lainnya. 
Dalam hal ini, Chinkara (yang mengakuisisi ketiga bank) 
tidak dapat menyampaikan laporan keuangan tiga tahun terakhir 
serta tidak secara jelas memberikan informasi mengenai 
performance perusahaannya, terkait rencana akuisisi terhadap 
ketiga bank, sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh Bank 
Indonesia sesuai SK Dir BI No.32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 
1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan 
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2) Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank (Pasal 49 ayat 
(1) Undang-undang Perbankan) 
Pasal 49 ayat (1): 
“Dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank, anggota Dewan 
Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja: 
a) membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam 
pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau 
laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu 
bank; 
b) menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak 
dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, 
maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan 
transaksi atau rekening suatu bank; 
c) mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau 
menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau 
dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan 
usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan 
sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, 
menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan bank, diancam 
dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-
kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)“. 
Unsur-unsur pada tindak pidana pasal ini, khususnya huruf a: 
a) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank 
Dalam hal ini adalah jajaran Komisaris, Direksi dan pegawai Bank 
CIC (peserta merger). 
b) Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu 
dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau 
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Dalam hal ini, baik jajaran pengurus Chinkara maupun Bank 
CIC (peserta merger), diduga telah melakukan: 
a) Pengaliran kredit ke berbagai perusahaan fiktif yang ternyata 
dibentuk oleh bank itu sendiri. Dana kredit itu lantas disimpan di 
beberapa bank yang juga sudah berkolusi dengan Bank CIC; 
b) Tim pemeriksa BI menemukan surat-surat berharga (SSB) fiktif; 
c) Uang muka biaya renovasi gedung CIC ternyata fiktif dan 
pengeluaran-pengeluaran CIC kepada Chinkara Capital Singapore 
untuk jasa konsultan tidak disertai dokumen untuk mendukung 
pengeluaran; 
d) Upaya manipulasi agar dapat dilakukan merger walau kondisi 
Bank CIC masih mengalami permasalahan; 
3) Tindak pidana yang terkait dengan Pemegang Saham (Pasal 50 A Undang-
undang Perbankan) 
Pasal 50 A: 
“Pemegang saham bank yang dengan sengaja menyuruh Dewan 
Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak 
melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan 
langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank 
terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan 
perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam 
dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak 
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Unsur-unsur tindak pidana pada pasal ini: 
a) Pemegang saham 
Dalam hal ini adalah investor atau pemilik saham peserta bank merger. 
b) Dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai 
bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang 
mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang 
diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam 
undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang 
berlaku bagi bank 
Dalam hal ini, investor atau pemilik saham dari bank merger 
diduga sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai 
bank untuk tidak melaksanakan tindakan-tindakan yang sudah 
ditentukan dalam SK Direksi BI No. 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 
1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan 
Akuisisi Bank Umum dalam pemberian izin kepada Chinkara untuk 
melakukan akuisisi, dengan tidak memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
(1) Rancangan akusisi belum dipublikasikan dalam surat kabar karena 
proses setoran modal telah dilakukan terlebih dahulu oleh investor; 
(2) Chinkara baru didirikan pada 8 Oktober 1999 sehingga tidak dapat 
menyampaikan laporan keuangan tiga tahun terakhir; 
(3) Rekomendasi dari instansi berwenang di Negara asal tidak secara 
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(4) Izin akuisisi tetap diberikan meski Chinkara tidak memenuhi 
komitmen; 
(5) Dalam akuisisi itu meliputi belum dipublikasikannya rancangan 
akuisisi di surat kabar, karena proses setoran modal dilakukan 
terlebih dulu oleh investor. 
4) Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Perbankan 
Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Perbankan, 
Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan prinsip atas 
asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. 
Prinsip kehati-hatian perbankan merupakan prinsip yang diterapkan bank 
dalam menjalankan kegiatan usahanya agar senantiasa sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku guna menghindari 
penyimpangan praktik perbankan yang tidak sehat dan untuk 
meminimalisasi kerugian yang terjadi pada bank. 
Dalam hal ini, CIC masih memiliki resiko potensial yang dapat 
berpengaruh terhadap penurunan CAR. Resiko potensial ini terkait dengan 
portofolio surat berharga yang dimiliki bank yang pada waktu pembelian 
serta pencatatannya tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian. Terutama 
dalam pembelian credit link notes yang tidak ber-rating serta pembelian 
ROI-LOAN yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. 
Dengan demikian, selain dikenai sanksi administratif, maka 
terhadap dewan komisaris, direksi, pegawai bank, pemegang saham 
maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenakan sanksi pidana 
sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50 dan Pasal 50 
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5) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (tindak pidana 
perbankan sebagai tindak pidana korupsi) 
Pasal 2 ayat (1): 
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang 
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)“. 
 Unsur-unsur tindak pidana pada pasal ini: 
a) Setiap orang; 
Baik pemilik, pengurus dan pegawai Bank CIC dan Bank Century, 
pejabat Bank Indonesia, pejabat kementrian Keuangan dan pejabat 
LPS. 
b) Melakukan tindakan melawan hukum; 
Partai Golkar menemukan sebanyak 59 bentuk penyimpangan 
yang diindikasikan merupakan perbuatan melawan hukum64. 
c) Memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 
korporasi; 
Pihak-pihak yang memperoleh kekayaan ataupun keuntungan baik 
material maupun immaterial. 
 
 
64Bambang Soesatyo, Skandal Gila Bank Century: Mengungkap yang 
Tak Terungkap Skandal Keuangan Terbesar Pasca-Reformasi, UFUK Press, 
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d) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; 
Indikasi adanya kerugian Negara akibat perbuatan melawan hukum 
yang merugikan keuang bank yang berlanjut menjadi keuangan 
Negara sebesar Rp 505,36 miliar dan US$ 258,30 juta65. 
e) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 
karena jabatan atau kedudukannya. 
Diduga bahwa pejabat-pejabat yang berwenang terkait 
bailout Bank Century meyalahgunakan kewenangan, kesempatan 
atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya demi 
“melancarkan” proses merger serta bailout tersebut. 
Hal tersebut juga telah diperkuat dengan adanya Putusan 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 16 Desember 2009, yang telah 
menjatuhkan hukuman masing-masing 15 (lima belas) tahun penjara dan 
membayar uang pengganti sebesar Rp 3,1 triliun dan juga denda sebesar 
Rp 15 iliar, kepada terdakwa Hesha Al Waraq dan Rafat Ali (pemilik 
Bank Century) karena para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 
melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 
6) Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 
Uang (Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010) 
Pasal 3: 
“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, 
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa  
65Bambang Soesatyo, Skandal Gila Bank Century: Mengungkap yang 
Tak Terungkap Skandal Keuangan Terbesar Pasca-Reformasi, UFUK Press, 
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ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau 
surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang 
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan 
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan 
dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana 
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah“). 
Unsur-unsur tindak pidana pasal ini: 
a) Setiap orang 
Dalam hal ini adalah pemilik Bank Century yakni Hesham Al Waraq 
dan Rafat Ali. 
b) Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, 
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, 
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga 
atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut 
diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan 
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan 
Dalam hal ini, Deputi Direktur Direktorat Hukum BI (pada saat 
itu) sudah menegaskan bahwa banyak transaksi Bank CIC yang 
bersifat penipuan. Dana yang dipakai Chinkara untuk mengakuisisi 
Pikko, Danpac dan CIC juga tidak bisa dijamin bebas dari unsur  
money laundering. 
Juga diperkuat dengan adanya putusan Pengadilan Negeri (PN) 
Jakarta Pusat pada 16 Desember 2010 telah menjatuhkan hukuman 
masing-masing 15 (lima belas) tahun penjara kepada terdakwa mantan 
pemilik Bank Century Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizfi. Sidang 
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Dalam putusan tersebut, kedua terdakwa terbukti secara sah melakukan 
tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama, yakni dianggap 
melanggar Pasal 3 Ayat (1) Huruf g UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang 
Pencucian Uang.   
Terdakwa Hesham dan Rafat tidak pernah hadir dalam proses 
persidangan. Mereka masih menjadi buronan di luar negeri. Serangkaian 
dengan putusan untuk Hesham dan Rafat, pemilik Bank Century yang 
lain, Robert Tantular juga terkena imbasnya. Harta bendanya juga disita 
oleh negara sesuai dengan tuntutan jaksa. Aset Robert yang disita 
diantaranya, polis asuransi milik Robert dan istrinya, investasi Robert 
Tantular di Jersey dalam bentuk Trust Structure, aset Robert dan isterinya 
pada private wealth management division dari penyedia jasa keuangan di 
Inggris, dan lain-lain66. 
Tindak pidana dibidang perbankan dengan menggunakan bank 
sebagai sarana dan sasaran. Bank sebagai sasaran  terdapat dua pola 
sebagai berikut67: 
a) Kegiatan  Money Laundering 
b) Advance fee fraud, yaitu perbuatan penipuan dengan jalan menjanjikan 
akan menyediakan sejumlah dana/meminjamkan uang atau melakukan 
sesuatu dengan meminta uang  jasa terlebih dulu, dan setelah uang jasa 
perantara diterima, ternyata dana/ pinjaman uang yang dijanjikan  
tidak ada. Advance fee fraud ini sering melibatkan para penguasa atau 
tokoh yang berpengaruh dari suatu Negara.  
66http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/10/12/16/152686-
15-tahun-penjara-buat-pemilik-bank-century 
67Marulak Pardede, Hukum Pidana Bank, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 
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Bank sebagai sarana dapat dengan cara mendirikan bank fiktif 
(Phantom Bank) dan bank gelap. Phantom bank atau shell bank, yaitu 
bank tanpa asset. Pendirian bank semacam ini dapat terjadi apabila fungsi 
pengawasan bank tidak efektif atau tidak jalan. Bank gelap maksudnya 
adalah  berdirinya bank tanpa memiliki surat izin menurut   ketentuan 
undang-undang perbankan. 
Terkait tindak pidana pencucian uang pada kasus Bank Century, 
dalam hal ini bank lebih menjadi suatu sasaran, dibandingkan sarana. 
Dalam hal sebagai sasaran, telah terbukti dengan adanya putusan 
pengadilan tersebut di atas, yakni bank sebagai sasaran untuk melakukan 
kegiatan money laundering.  
7) Hal-hal yang diduga illegal lainnya, seperti: 
a) pada saat penyerahan Bank Century dari Komite Koordinasi (KK) 
kepada LPS pada 21 November 2008, kelembagaan KK yang 
beranggotakan Menteri Keuangan, (Lembaga Pengawas Perbankan) 
LPP, BI dan LPS, belum pernah dibentuk berdasarkan undang-undang, 
sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (2) 
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, yang berbunyi 
sebagai berikut: 
“Komite Koordinasi adalah komite yang akan dibentuk berdasarkan 
Undang- Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia”. 
b) Penyaluran dana PMS ke Bank Century setelah tanggal 18 Desember 
2008 (sebesar Rp 2,886 triliun) adalah tidak sah alias illegal. Dana 
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tahap kedua (yang dikucurkan pada 19-30 Desember 2008), 
pengucuran tahap ketiga dan tahap keempat. Dikarenakan, setelah 
tanggal 18 Desember 2008, Perpu JPSK yang memayungi bailout 
Bank Century sudah tidak berlaku lagi, menyusul ditolaknya perpu 
tersebut oleh DPR. 
2. Potensi Kriminalisasi Kebijakan Publik dalam Pengambilan Kebijakan 
Bailout Bank Century 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam wawancara khusus 
dengan Harian Kompas, menyampaikan agar langkah pemerintah dan Bank 
Indonesia dalam pengucuran bailout kepada Bank Century, tidak 
dikriminalisasi. Di dalam ketentuan Pasal 29 Perpu Nomor 4 Tahun 2008 
tentang JPSK, telah disebutkan bahwa: 
“Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan/atau pihak yang 
melaksanakan tugas sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang ini tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan 
atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang ini” 
Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, itu artinya, terlepas dari 
apakah kebijakan atau keputusan yang diambil oleh KSSK serta pihak-pihak 
terkait tersebut benar atau salah, mka terhadap pengambil kebijakan bailout 
tersebut tidak dapat dituntut di muka hukum. Namun, sudah sejak 18 
Desember 2008, Perpu JPSK tersebut tidak berlaku lagi karena telah ditolak 
oleh DPR. Otomatis, ketentuan Pasal 29 tersebut di atas juga sudah tidak 
berlaku lagi. 
Kebijakan (policy) berbeda dengan kebijaksanaan., meski keduanya 
terkait dengan pengambilan keputusan. Kebijakan merupakan basis untuk 













































commit to user 
108 
 
bersumber dari diskresi yang dimiliki pejabat yang berwenang. Dalam 
konteks kenegaraan, kebijakan dapat bersifat umum maupun khusus. 
Kebijakan yang bersifat umum, antara lain: kebijakan luar negeri, kebijakan 
pertahanan, kebijakan fiskal dan kebijakan pemberantasan korupsi. Kebijakan 
yang bersifat khusus, antara lain mislnya: kebijakan rekonstruksi 
pascatsunami, kebijakan ujian nasional, dan lainnya. 
In any society, governmental entities enact laws, make policies, and 
allocate resources. This is true at all levels. Public policy can be generally 
defined as a system of laws, regulatory measures, courses of action, and 
funding priorities concerning a given topic promulgated by a governmental 
entity or its representatives. Individuals and groups often attempt to shape 
public policy through education, advocacy, or mobilization of interest groups. 
Shaping public policy is obviously different in Western-style democracies than 
in other forms of government. But it is reasonable to assume that the process 
always involves efforts by competing interest groups to influence policy 
makers in their favor68. 
Sementara kebijaksanaan secara sederhana dapat dicontohkan sebagai 
polisi yang mengarahkan lalu lintas untuk berjalan melawan arus yang 
seharusnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemacetan. Apa yang 
dilakukan oleh polisi tersebut tentu melanggar hukum. Namun, atas dasar  
diskresi yang dimiliki, polisi sebagai pejabat yang berwenang diperbolehkan 
untuk membuat kebijaksanaan yang melanggar aturan demi kemaslahatan 
yang besar. Apabila dicermati, dalam bailout Bank Century oleh KSSK, 
keputusan yang diambil lebih tepat bila dikategorikan sebagai suatu kebijakan 
daripada kebijaksanaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden, 
keputusan bailout merupakan kebijakan untuk menyelamatkan dunia perbakan 
dan perekonomian nasional dari krisis.   
 
68Dean G. Kilpatrick, Ph.D., Definitions of Public Policy and the Law, 
National Violence Against Women Prevention Research Center  
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Dalam ilmu hukum, bila berbicara tentang kebijakan, keputusan, 
berikut para pelakunya, maka akan masuk dalam ranah hukum administrasi 
Negara. Hukum administrasi Negara tentu harus dibedakan dengan hukum 
pidana yang mengatur sanksi pidana atas perbuatan jahat. Apabila kebijakan 
dan keputusan dianggap salah dan pelakunya dapat dipidana, maka hal ini 
berarti bahwa kesalahan dari pengambil kebijakan dan keputusan adalah 
merupakan suatu perbuatan jahat. Hal ini tentu saja kurang tepat. 
Pada prinsipnya, kesalahan dalam pengambilan kebijakan atau 
keputusan tidak dapat dipidana. Dalam hukum administrasi Negara, tidak 
dikenal sanksi pidana. Sanksi yang dikenal dalam hukum administrasi Negara 
antara lain: teguran (lisan maupun tertulis), penurunan pangkat, pembebasan 
dari jabatan, bahkan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan. 
Meski demikian, menurut Hikmahanto Juwana, terhadap prinsip 
umum bahwa kebijakan dan keputusan yang salah tidak dapat dikenai sanksi 
pidana, terdapat pengecualian. Paling tidak ada tiga pengecualian, yakni 
sebagai berikut69: 
a. Pertama, adalah kebijakan atau keputusan dari pejabat yang bermotifkan 
melakukan kejahatan internasional atau dalam konteks Indonesia 
diistilahkan sebagai pelanggaran HAM berat. 
Dalam doktrin hukum internasional yang telah diadopsi dalam 
perturanperundang-undangan di sejumlah Negara, kebijakan pemerintah 
yang bertujuan melakukan kejahatan internasioan telah dikriminalisasikan. 
Adapun kejahatan internasional yang dimaksud yakni: kejahatan terhadap 
kemanusiaan, genosida, kejahatan perang dan perang agresi. 
69Aloysius Soni, Century Gate: Mengurai Konspirasi Penguasa-
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b. Kedua, meski suatu anomali, kesalahan dalam pengambilan kebijakan atau 
keputusan, secara tegas ditentukan dalam perundang-undangan. 
Sebagai contoh di Indonesia adalah dalam ketentuan Pasal 165 
Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan tersebut 
memungkinkan pejabat yang mengeluarkan izin di bidang pertambangan 
dapat dikenai sanksi pidana. 
c. Ketiga, kebijakan atau keputusan yang bersifat koruptif atau pengambil 
kebijakan dan keputusan bermotifkan kejahatan. 
Di sini yang dianggap sebagai jahat bukanlah kebijakannya, 
melainkan niat jahat dari pengambil kebijakan atau keputusan ketika 
membuat kebijakan. Contohnya adalah pejabat yang membuat kebijakan 
atau keputusan untuk menyuap pejabat publik lainnya. Atau kebijakan 
yang diambil oleh pejabat karena ada motif untuk memperkaya diri sendiri 
atau orang lain. 
Dalam contoh terakhir inilah, sejumlah anggota Pansus Bank 
Century berpijak. Tindakan ini dapat dipahami karena mereka hendak 
memvalidasi kecurigaan publik bahwa kebijakan yang diambil berindikasi 
koruptif atau memperkaya orang lain, termasuk partai politik tertentu. 
Lalu menurut doktrin yang diungkapkan Eddy OS Hiariej, dalam 
konteks hukum pidana, paling tidak terdapat tiga parameter secara kumulatif 
untuk menjustifikasi apakah suatu kebijakan telah memasuki ranah hukum 
pidana, yakni sebagai berikut70: 
 
70Aloysius Soni, Century Gate: Mengurai Konspirasi Penguasa-
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a. Pertama, jika suatu kebijakan dijadikan pintu masuk untuk melakukan 
kejahatan. 
Hal ini tentunya harus dibuktikan denganajaran kausalitas dalam hukum 
pidana bahwa antara kebijakan dankejahatan tersebut merupakan satu 
rangkaian terjadinya suatu tindak pidana. 
b. Kedua, ada aji mumpung dalam pengambilan kebijakan. 
Secara gamblang, Pompe dalam Hanboek Van Het Nederlands Strafrecht 
menyatakan bahwa dalam hukum pidana yang dipersoalkan tidak hanya  
kesalahan yuridis, tetapi juga aji mumpung dalam melakukan suatu 
perbuatan. Aji mumpung berkaitan erat dengan sikap batin seseorang 
dalam melakukan suatu perbuatan dan tentunya tidak mudah dibuktikan. 
Oleh karena itu, dengan menggunakan teori kesengajaan yang 
diobyektifkan, aji mumpung dapat terlihat berdasarkan kesesuaian fakta-
fakta atas dasar bukti yang valid. 
c. Ketiga, kebijakan tersebut melanggar peraturan. 
Pengertian pengaturan di sini sangat luas. Tidak harus melanggar undang-
undang, tetapi cukup melanggar peraturan perundang-undangan lain 
termasuk peraturan yang dibuat pejabat public atau lembaga Negara. 
 Menurut hemat Penulis, apabila ketiga parameter tersebut di atas 
dikaitkan dengan kebijakan bailout Bank Century, berikut ini analisisnya: 
 Dalam kaitannya dengan kebijakan bailout Bank Century senilai Rp 
6,7 triliun, KSSK secara kasat mata melanggar Peraturan Bank Indonesia 
(PBI). Beradasarkan PBI Nomor 10/26/PBI/2008, Fasilitas Pendanaan Jangka 
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(CAR) minimal 8 %. Padahal CAR Bank Century pada saat itu adalah kurang 
dari 8 %, yakni 2,35 %. Lalu, pada 14 November 2008 BI mengubah aturan 
tersebut, yang intinya persyaratan FPJP dari semula CAR 8 % menjadi CAR 
positif. Saat dikucurkan, CAR Bank Century per 31 Oktober 2008 adalah -
3,53 %. Dengan demikian, parameter ketiga untuk memidanakan 
kebijakan, telah terpenuhi. 
 Selanjutnya terhadap parameter pertama, pada dasarnya kebijakan 
KSSK dalam memberikan dana kepada Bank Century dan penggunaan dana 
itu adalah dua hal yang berbeda. Namun, jika dapat dibuktikan bahwa 
kebijakan pemberian FPJP kepada Bank Century dimaksudkan untuk dibagi-
bagikan kepada pihak-pihak tertentu, maka berdasarkan teori individualisasi 
dalam ajaran kausalitas Birckmayer dan Kohler (sebab adalah syarat yang 
paling kuat untuk timbulnya suatu akibat), antara kebijakan dan 
penyalahgunaan dana Bank Century adalah suatu rangkaian tindak pidana. 
Artinya, kebiajkan tersebut merupakan pintu masuk untuk melakukan suatu 
kejahatan. Dengan demikian, parameter pertama telah terpenuhi. 
 Terakhir adalah parameter kedua, bahwa ada aji mumpung dalam 
pengambilan kebijakan. Salah satu pintu masuk untuk membuktikan ini 
adalah perubahan PBI terkait persyaratan CAR untuk FPJP. Sulit dinafkan, 
bahwa perubahan PBI tersebut adalah untuk memuluskan pemberian dana 
kepada Bank Century. Berdasarkan teori kesengajaan yang diobyektifkan, 
dugaan adanya aji mumpung dalam pengambilan kebijakan diperkuat fakta 
bahwa pada saat itu terdapat bank lain yang dinyatakan gagal, tetapi hanya 
Bank Century yang diberikan FPJP. Indikasi adanya aji mumpung hanya bisa 
ditepis jika dapat dibuktikan bahwa pemberian FPJP hanya kepada Bank 
Century dan tidak kepada bank lain adalah untuk menghindari kerugian yang 
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tersebut dalam keadaan darurat. Dengan demikian, bahwa sifat melawan 
hukum adalah suatu perbuatan pidana, dapat dikesampingkan. 
 Dengan demikian, menurut hemat Penulis, kebijakan bailout Bank 
Century memang berpeluang layak untuk digiring ke ranah hukum pidana, 
yang tentunya diikuti juga dengan bukti-bukti yang cukup. 
 Ada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yang dapat 
dijadikan rujukan untuk mengadili suatu kebijakan, antara lain sebagai 
berikut: 
a. Putusan MA Nomor 275K/Pid/1982 tanggal 15 Desember 1983 dalam 
kasus Natalegawa, Direktur Utama Bank Bumi Daya yang mengeluarkan 
kebijakan pemberian kredit di bidang real estate kepada PT Jawa Buliding. 
Padahal ia tahu ada Surat Edaran BI yang melarang pemberian kredit 
tersebut. Menurut SE Bank Indonesia, pelanggaran terhadap surat edaran 
tersebut hanya dikenai sanksi administratif. Namun MA dalam putusannya 
secara tegas menyatakan bahwa terdakwa melanggar asas kepatutan dalam 
masyarakat sehingga dipidana karena melakukan korupsi. 
b. Putusan MA dalam kasus Syahril Sabirin. Dalam rangka memuluskan 
klaim Bank Bali senilai Rp 904,6 miliar kepada BI, Gubernur BI Syahril 
Sabirin mengubah Surat Keputusan Bersama (SKB) tanggal 6 Maret 1998 
menjadi SKB tanggal 11 Februari 1999. Ini dianggap sebagai suatu 
perbuatan tercela yang menguntungkan Bank Bali. 
Apabila parameter-parameter tersebut di atas sudah terpenuhi, maka 
untuk selanjutnya membahas mengenai pihak mana saja yang diduga 
bertanggung jawab dan terkait dengan indikasi tindak pidana korupsi dalam 
kasus Bank Century ini. Secara resmi, beberapa fraksi partai di Pansus Hak 
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Hanura, PPP dan Gerinda, telah mengeluarkan kesipulan mengenai siapa saja 
yang diduga bertanggung jawab, di antaranya sebagai berikut71: 
a. Jajaran manajemen Bank CIC (salah satunya adalah Robert Tantular) 
b. Jajaran manajemen Lama Bank Century 
c. Jajaran manajemen Baru Bank Century 
d. Pejabat Bank Indonesia Periode Akuisisi, Merger dan FPJP (seperti 
Boediono, Miranda Goeltom, Aulia Pohan, Syahril Sabirin, dan lainnya) 
e. Pejabat KSSK (seperti Sri Mulyani, Boediono dan Raden Pardede) 
f. Pejabat UKP3R (Marsilam Simanjuntak) 
g. Pejabat Komite Koordinasi (seperti Sri Mulyani, Boediono dan Rudjito) 
h. Pejabat LPS 
 
Namun, apabila berbagai indikasi pelanggaran atau tindak pidana di 
dalam kebijakan bailout tersebut di atas tidak ditemukan, jangan kemudian 
kebijakan dan keputusan yang dianggap salah pasca dievaluasi tersebut 
dipaksakan untuk dikenai sanksi pidana. Apabila ada pemaksaan, tentu akan 






71Bambang Soesatyo, Skandal Gila Bank Century: Mengungkap yang 
Tak Terungkap Skandal Keuangan Terbesar Pasca-Reformasi, UFUK Press, 





















































 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka akan 
Penulis uraikan mengenai kesimpulan, implikasi dan saran, sebagai berikut: 
1. Kesimpulan 
a. Ada / Tidaknya Tindak Pidana di Bidang Perbankan terkait Kebijakan Bailout 
Bank Century 
Bagi mereka yang berpendapat bahwa kebijakan bailout memang 
sudah tepat, dalam arti juga tidak terdapat pelanggaran atau tindak pidana 
perbankan di dalamnya, memiliki dasar atau analisis atau data tersendiri. 
Analisis tersebut mempertimbangkan aspek-aspek makro-ekonomi dan 
keuangan yang cermat, itikad baik, asas kemanfaatan publik dan asas 
transparansi dalam proses pengambilan keputusannya. Tak terkecuali 
mengenai argumentasi bahwa pembangkrutan Bank Century akan berdampak 
sistemik melalui rumor.  
Dari sudut pandang teori ekonomi tradisional, jelas Bank Century 
tidak perlu diselamatkan. Sebab secara data fundamental, bank ini sangat 
kecil, baik dalam besaran asset maupun perannya dalam system perbankan 
(sehingga tidak akan menulari bank-bank lain). Terbukti, mayoritas anggota 
DPR memilih opsi yang menyatakan bahwa bailout Bank Century adalah 
suatu kebijakan yang salah. Namun, Behaviour Finance Theory (BFT) masih 
memberikan ruang untuk mengubah mindset, yakni bahwa terkadang pelaku 
ekonomi berperilaku irrasional. Dalam hal ini, pendapat bahwa Bank Century 
adalah bank kecil yang apabila ditutup tidak akan berdampak sistemik, hanya 
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Bank Century mencuat, ekonomi sedang dalam kondisi yang tidak normal, 
yakni sedang menghadapi krisis ekonomi global. 
Pada kondisi krisis ekonomi seperti itu, tindakan menutup bank, 
sekecil apapun bank tersebut, akan menghadapi resiko dampak sistemik. Ini 
terjadi karena berita dan sentiment negatif akan menurunkan kredibilitas 
otoritas moneter dan pemerintah di mata masyarakat. Rumor sangat mudah 
menyebar dalam kondisi ekonomi yang sedang krisis. Dan ketika itu, rumor 
memang sudah menyebar. Oleh karena itu, mempertimbangkan keadaan 
rumor yang sudah nyata tersebut, Bank Indonesia menetapkan Bank Century 
sebagai bank gagal bedampak sistemik dan merekomendasikan KSSK untuk 
menyelamatkan bank tersebut. Pada intinya, mencermati kegentingan situasi 
yang ada, maka jika Bank Century tidak diselamatkan akan memberikan 
dampak berantai atau sistemik, yang dapat menciptakan instabilitas pada 
sistem keuangan dan perekonomian nasional mengingat kondisi 
perekonomian global saat itu. 
Tak terkecuali bagi mereka yang berpendapat bahwa kebijakan bailout 
adalah kurang tepat, pun mereka memiliki dasar atau analisis tersendiri. 
Bahkan, terdapat beberapa indikator, yang menurut mereka, mengarah pada 
pelanggaran atau tindak pidana perbankan. Pada intinya, Bank Century 
sejatinya memang sudah “cacat” sejak awal berdiri. Segala sesuatu yang 
dimulai dengan itikad yang tidak baik, tentunya akan menghasilkan sesuatu 
yang tidak baik pula. Inilah yang terjadi pada ketiga bank peserta merger, 
khususnya Bank CIC, dimana ditemukan beberapa bukti adanya pelanggaran 
atau tindak pidana perbankan di dalamnya. Pun sejak Bank Century didirikan 
hingga proses bailout. 
Sejatinya, menurut mereka yang kontra terhadap kebijakan bailout 
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adalah dengan menutup bank tersebut, bukan malah memberi bantuan dana 
dalam bentuk bailout. Berdasarkan data-data yang ada, mereka menilai bahwa 
kegagalan Bank Century tidak sampai berdampak sistemik. Tidak sampai di 
situ saja, kontroversi munculnya Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring 
Pengaman Sistem Keuangan pun menjadi perdebatan. Menurut mereka, 
meskipun bailout tersebut telah berhasil diberikan, namun keabsahan akan 
payung hukum pengucuran bailout tersebut juga dipertanyakan.  
Berdasarkan data dari BPK, penyaluran dana bailout ke Bank Century 
setelah tanggal 18 Desember 2008 (sebesar Rp 2,886 triliun) adalah tidak sah 
alias illegal. Dana bailout yang dianggap legal adalah sebagian dana yang 
dikucurkan pada tahap kedua (yang dikucurkan pada 19-30 Desember 2008), 
pengucuran tahap ketiga dan tahap keempat. Dikarenakan, setelah tanggal 18 
Desember 2008, Perpu JPSK yang memayungi bailout Bank Century sudah 
tidak berlaku lagi, menyusul ditolaknya perpu tersebut oleh DPR. 
Bahkan, ditemukan beberapa bukti yang mengindikasikan adanya 
dugaan tindak pidana di bidang perbankan, seperti yang tercantum dalam 
Undang-undang Perbankan, Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang, maupun Undang-undang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 
b. Potensi Kriminalisasi Kebijakan Publik dalam Pengambilan Kebijakan 
Bailout Bank Century 
Pada prinsipnya, kesalahan dalam pengambilan kebijakan (mal-
kebijakan) atau keputusan, tidak dapat dipidana. Dalam hukum administrasi 
Negara, tidak dikenal sanksi pidana. Sanksi yang dikenal dalam hukum 
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pangkat, pembebasan dari jabatan, bahkan diberhentikan dengan tidak hormat 
dari jabatan. 
Meski demikian, terhadap prinsip umum bahwa kebijakan dan 
keputusan yang salah tidak dapat dikenai sanksi pidana, terdapat 
pengecualian. Paling tidak ada tiga pengecualian, yakni sebagai berikut: 
1) Pertama, adalah kebijakan atau keputusan dari pejabat yang bermotifkan 
melakukan kejahatan internasional atau dalam konteks Indonesia 
diistilahkan sebagai pelanggaran HAM berat. 
2) Kedua, meski suatu anomali, kesalahan dalam pengambilan kebijakan atau 
keputusan, secara tegas ditentukan dalam perundang-undangan. 
3) Ketiga, kebijakan atau keputusan yang bersifat koruptif atau pengambil 
kebijakan dan keputusan bermotifkan kejahatan. 
Menurut doktrin hokum, terkait tiga parameter secara kumulatif untuk 
menjustifikasi apakah suatu kebijakan telah memasuki ranah hukum pidana, 
dijabarkan sebagai berikut: 
1) Pertama, jika suatu kebijakan dijadikan pintu masuk untuk melakukan 
kejahatan. 
2) Kedua, ada aji mumpung dalam pengambilan kebijakan. 
3) Ketiga, kebijakan tersebut melanggar peraturan. 
 Menurut hemat Penulis, apabila ketiga parameter tersebut di atas 
dikaitkan dengan kebijakan bailout Bank Century, berikut ini analisisnya: 
 Dalam kaitannya dengan kebijakan bailout Bank Century senilai Rp 
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(PBI). Beradasarkan PBI Nomor 10/26/PBI/2008, Fasilitas Pendanaan Jangka 
Pendek (FPJP) diberikan kepada bank yang memiliki rasio kecukupan modal 
(CAR) minimal 8 %. Padahal CAR Bank Century pada saat itu adalah kurang 
dari 8 %, yakni 2,35 %. Lalu, pada 14 November 2008 BI mengubah aturan 
tersebut, yang intinya persyaratan FPJP dari semula CAR 8 % menjadi CAR 
positif. Saat dikucurkan, CAR Bank Century per 31 Oktober 2008 adalah -
3,53 %. Dengan demikian, parameter ketiga untuk memidanakan 
kebijakan, telah terpenuhi. 
 Selanjutnya terhadap parameter pertama, pada dasarnya kebijakan 
KSSK dalam memberikan dana kepada Bank Century dan penggunaan dana 
itu adalah dua hal yang berbeda. Namun, jika dapat dibuktikan bahwa 
kebijakan pemberian FPJP kepada Bank Century dimaksudkan untuk dibagi-
bagikan kepada pihak-pihak tertentu, maka berdasarkan teori individualisasi 
dalam ajaran kausalitas Birckmayer dan Kohler (sebab adalah syarat yang 
paling kuat untuk timbulnya suatu akibat), antara kebijakan dan 
penyalahgunaan dana Bank Century adalah suatu rangkaian tindak pidana. 
Artinya, kebiajkan tersebut merupakan pintu masuk untuk melakukan suatu 
kejahatan. Dengan demikian, parameter pertama telah terpenuhi. 
 Terakhir adalah parameter kedua, bahwa ada aji mumpung dalam 
pengambilan kebijakan. Salah satu pintu masuk untuk membuktikan ini 
adalah perubahan PBI terkait persyaratan CAR untuk FPJP. Sulit dinafkan, 
bahwa perubahan PBI tersebut adalah untuk memuluskan pemberian dana 
kepada Bank Century. Berdasarkan teori kesengajaan yang diobyektifkan, 
dugaan adanya aji mumpung dalam pengambilan kebijakan diperkuat fakta 
bahwa pada saat itu terdapat bank lain yang dinyatakan gagal, tetapi hanya 
Bank Century yang diberikan FPJP. Indikasi adanya aji mumpung hanya bisa 
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Century dan tidak kepada bank lain adalah untuk menghindari kerugian yang 
lebih besar. Selain itu, harus dapat dibuktikan bahwa pengambilan kebijakan 
tersebut dalam keadaan darurat. Dengan demikian, bahwa sifat melawan 
hukum adalah suatu perbuatan pidana, dapat dikesampingkan. 
Dengan demikian, menurut hemat Penulis, kebijakan bailout Bank 
Century memang berpeluang layak untuk digiring ke ranah hukum pidana, 
yang tentunya diikuti juga dengan bukti-bukti yang cukup. Namun, apabila 
berbagai indikasi pelanggaran atau tindak pidana tersebut tidak ditemukan, 
jangan kemudian kebijakan dan keputusan yang dianggap salah pasca 
dievaluasi tersebut dipaksakan untuk dikenai sanksi pidana. Apabila ada 
pemaksaan, tentu akan menyulitkan aparat penegak hukum dalam ranah 
hukum pidana. 
2. Implikasi 
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka implikasinya adalah 
sebagai berikut:  
Dengan adanya dugaan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi 
tindak pidana perbankan maupun tindak pidana korupsi, itu berarti memang harus 
dilakukan penyidikan dan penelusuran terhadap kejanggalan-kejanggalan yang 
ada di dalam kebijakan bailout Bank Century oleh pihak berwenang secara 
obyektif, tanpa ada tendensi politik dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar 
tidak memunculkan keresahan di mata masyarakat pada khususnya, dan di dalam 
proses penegakan hukum di Indonesia pada umumnya, terkait kasus Bank 
Century ini. Apabila memang nantinya tidak ditemukan bukti yang cukup untuk 
menguatkan digiringnya kasus Bank Century ini ke ranah hukum, maka kasus ini 
harus dihentikan segera. Jangan sampai mengada-adakan sesuatu yang mungkin 

















































Berdasarkan kesimpulan dan implikasi tersebut di atas, maka Penulis 
memberikan saran sebagai berikut: 
a. Merekomendasikan agar seluruh bank dan juga lembaga keuangan lainnya 
untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan 
perbankan secara maksimal. 
b. Meminta agar DPR bersama pemerintah merevisi peraturan perundang-
undangan, khususnya bidang moneter dan perbankan, yang berpeluang besar 
untuk disalahgunakan. 
c. Merekomendasikan agar seluruh dugaan penyimpangan/pelanggaran dan 
penyalahgunaan wewenang yang berindikasi tindak pidana perbankan dan 
tindak pidana korupsi, berikut pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab, 
agar di serahkan kepada lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian Republik 
Indonesia, Kejaksaan Agung dan KPK sesuai dengan wewenangnya. 
d. Meminta agar DPR membentuk Tim Khusus untuk menindaklanjuti temuan 
dan rekomendasi Pansus Hak Angket Bank Century, serta penelusuran aliran 
dana bailout tersebut. 
e. Apabila setelah sekian lama nanti tidak juga menemukan bukti-bukti yang 
cukup untuk membawa kasus Bank Century ini ke ranah hukum, maka 
hendaknya kasus ini ditutup. Jangan memaksakan sesuatu yang mungkin 
memang tidak terbukti ada, agar kasus Bibit-Chandra tidak terulang kembali. 
 
 
